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Skripsi dengan judul “Analisis Saddu Adh-Dharī’ahTerhadap Kebijakan 
Pemerintah Tentang Aturan Menghadiri Undangan Walīmah Pernikahan di Masa 
Pandemi Covod-19” adalah hasil penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan 
tentang; bagaimana kebijakan pemerintah tentang aturan menghadiri undangan 
walīmah pernikahan dimasa pandemi Covid-19, danbagaimana analisis Saddu Adh-
Dharī’ah terhadap kebijakan pemerintah tentang aturanmenghadiri undangan 
walīmah pernikahan di masa pandemi Covid-19. 
Jenis penelitian ini adalah library research dengan pola pikir deduktif. 
Kemudian teknik pengumpulan data menggunakan metode literature atau 
kepustakaan dan dengan teknik deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan secara 
jelas dan mendalam tentang analisis Saddu Adh-Dharī’ahterhadap kebijakan 
pemerintah tentang aturan menghadiri undangan walīmah pernikahan dimasa 
pandemi Covid-19. 
Hasil penelitian dari kebijakan pemerintah tentang aturan menghadiri 
undangan walīmah pernikahan dimasa pandemi Covid-19 adalah diperbolehkan 
menghadiri undangan walīmah pernikahan dengan syarat kondisi epidemologis di 
daerah atau wilayah dengan kategori zona aman dan dengan design protokol 
kesehatan. Namun bagi zona dengan kondisi yang belum aman, oleh pemerintah 
daerah melarang untuk menghadiriwalīmah pernikahan. Dan berdasarkan analisis 
Saddu Adh-Dharī’ah tidak menghadiri undangan walīmah pernikahan dimasa 
pandemi Covid-19 ini lebih diutamakan, karena meskipun dalam kondisi zona aman 
tidak menjamin akan tidak tertularnya dari penyebaran penyakit virus Covid-19. 
Menyarankan kepada para tamu undangan untuk tidak memaksakan hadir 
apabila dalam memenuhi undangan dapat melalui alternativ online. Atau kalaupun 
tetap memaksakan diri untuk hadir, maka sebaiknya mengecek kesehatan diri 
terlebih dahulu agar dalam memenuhi undangan walīmah pernikahan tetap dalam 
kondisi kuat dan sehat serta aman dari Covid-19. Terlebih tidak merepotkan 
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A. Latar Belakang Masalah  
Islam adalah agama yang sempurna.1 Dimana dalam setiap ajarannya 
mencakup segala sisi dalam kehidupan, baik itu yang berhubungan dengan Allah 
swt maupun yang berhubungan dengan sesama makhluk ciptakan-Nya. Seperti 
halnya hubungan makhluk yang bernama manusia dengan sesama manusia itu 
sendiri yang disebut hablum minannas. 
Dalam sebuah hubungan yang berkaitan dengan hubungan antar sesama 
manusia, agar hubungan itu dapat menjadi baik perlu adanya sikap yang baik pula. 
Mengingat untuk memenuhi kebutuhan dalam hidup seseorang sangat bergantung 
kepada orang lain. Contoh sederhana seperti seseorang yang ingin menutup 
tubuhnya dengan busana atau pakaian yang di buat oleh orang lain. 
Dengan hal tersebut kebutuhan terhadap orang lain menjadi sangat penting, 
sebagaimana makhluk sosial yang tidak dapat terlepas dari bantuan orang lain. 
Maka dari itu, Islam hadir sebagai tuntunan atau ajaran yang di syarī’atkan, salah 
satunya dengan adanya sebuah pernikahan sebagaimana Allah berfirman dalam Al-
Qur’an yang berbunyi: 
رَأْنرَخَلَقرَلُكمرمِ ر رَوِمْنرَءايََِٰتِهۦٓ رَوَرْْحًَةرۚرِإنَّ َنُكمرمََّودَّةًًۭ َهارَوَجَعَلربَ ي ْ ارلِ َتْسُكنُ ٓو۟ارإِلَي ْ ًجًۭ ْنرأَنُفِسُكْمرأَْزوََٰ
ريَ تَ َفكَُّرونَر رلِ َقْوم ٍۢ ِلَكرَلَءايََٰت ٍۢ  ِِفرذََٰ
                                                          
1Al-Maidah: 3. 
 
































Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan 
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan 
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-
tanda bagi kaumyangberpikir.” [QS. Ar. Ruum (30):21]. 
Dari adanya sebuah pasangan yaitu istri yang melalui sebuah pernikahan, 
maka hubungan sesama manusia menjadi saling menjaga, saling membantu, saling 
mengisi kebutuhan orang lain. Dan hubungan cenderung merasa tentram akibat dari 
rasa kasih sayang sebuah pernikahan. 
Pernikahan sendiri merupakan naluri manusia sebagai makhluk sosial untuk 
hidup bersama. Dimana pernikahan dilakukan antara seorang pria dan wanita yang 
sudah matang dalam hal finansial maupun mental dengan tujuan selain untuk 
melanjutkan keturunan juga untuk membentuk sebuah keluarga agar saling tentram 
damai dan saling membahagiakan.Sayuti Thalib berpendapat bahwa perkawinan 
adalah sebuah perjanjian suci dan kuat serta kokoh untuk menjalin hidup bersama 
antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan membentuk 
keluarga yang kekal, saling menyantuni, saling mengasihi, serta tentram dan 
bahagia.2 
Sebuah pernikahan tidak hanya menyangkut kepentingan dua orang suami 
istri yang bersifat rahasia, akan tetapi pernikahan melibatkan kedua orang tua dari 
keluarga pria maupun keluarga wanita, bahkan handai tolan dan masyarakat umum 
dalam bentuk resepsi (walīmah) sebagai bentuk pembuktian bahwa pernikahan itu 
telah terjadi. Selain itu, resepsi pernikahan (walīmah) jugasebagai sarana saling 
mengenal dan saling setuju antara masing-masing keluarga pria maupun keluarga 
2 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 1-2. 
 



































wanita, sehingga mereka saling mengetahui dari masing-masing calon mempelai 
untuk nantinya dikabarkan kepada masing-masing keluarga besar mereka.  
Sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan masyarakat 
umum, perlu adanya acara walīmah atau resepsi pernikahan untuk memberi kabar 
kepada halayak umum. Menurut Sudarsono, perlu adanya suatu walīmah dalam 
sebuah pernikahan, yaitu perayaan atau perhelatan yang menyertai adanya 
pernikahan ketika terjadinya akad nikah antara kedua mempelai dengan 
masyarakat, sebab dengan prinsip pokok pernikahan Islam yang harus diketahui 
oleh masyarakat umum sebagai tanda diresmikannya suatu pernikahan.3 Dengan 
adanya walīmah atau resepsi pernikahan, sebuah pernikahan mempunyai nilai 
kemaslahatan karena memang selain tidak memunculkan pandangan buruk 
terhadap masyarakat, namun juga sebagai bentuk rasa syukur dengan berbagi 
kebahagiaan memberikan hidangan makanan kepada yang tidak mampu maupun 
yang sudah mampu. Jadi meskipun tanpa adanya resepsi pernikahan sudah sah 
menurut hukum, namun juga perlu adanya pelegalan menurut pandangan 
masyarakat umum.  
Menghadiri dan ikut berkumpul, atau memeriahkan dalam sebuah acara 
undangan adalah hal yang wajib. Begitu juga dengan menghadiri undangan resepsi 
pernikahan yang tentunya ikut merayakan kebahagiaankedua mempelai pernikahan 
selain kedua keluarganya. Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda: 
رِِتَار)رواهر  .(البخريِاَذارُدِعَيرَاَحدُُكْمرِاىَلرَولِْيَمة رفَ ْلَياْ 
                                                          
3Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta: 1992), h 118. 
 



































Artinya: “Jika salah seorang dari kalian diundang ke acara walīmahan, maka 
hendaklah mendatanginya” (H.R Bukhari).4 
Dalam kajian hukum Islam, jumhur ulama sepakat bahwa hukum 
melaksanakan walīmah atau resepsi pernikahan adalah sunnah muakkad. 
Berdasarkan hadits Rasulullah SAW:  
رقَاَل:رَماراَْوََلَر َصلَّىرهللِارَصلَّىرهللاُرَعَلْيِهرَوَسلََّمرَعَلىرَشْيء رِمْنرِنَسائِِهرَماراَْوََلَرَعَلىرالنَِّبي رَعْنراََنس 
 َزيْ َنَبراَْوََلَرِبَشاة .ر)رواهرالبخارى(
Artinya: “Dari Anas Ia berkata: “Rasulullah Saw belum pernah mengadakan 
walīmah untuk istri-istrinya seperti beliau mengadakan walīmah untuk 
Zainab, beliau mengadakan walīmah untuknya dengan seekor kambing.” 
(H.R. Bukhari dan Muslim).5 
ِعْي ر)رواهرالبخارى(َصلَّىرهللاُرَعَلْيِهرَوَسلََّمرَعَلىربَ ْعِضرِنَسائِِهرِبَُدْيِنرِمْنرشَرالنَِّبي رراَْوَلََر  
Artinya: “Rasulullah Saw mengadakan walīmah untuk sebagian istrinya 
dengan dua mud gandum.” (H.R. Bukhari).6 
Dengan begitu, maka menghadiri walīmah adalah wajib sebagaimana Hadīth 
Rasulullah Saw yang berbunyi: 
ىَلرَولِْيَمِةرُعْرِسرإَرارُدِعَىرَأَحدُُكْمرذَرقَاَلرَرُسْوُلرهللِارَصلَّىرهللاُرَعَلْيِهرَوَسلََّمراِرر،َعناْبِنرُعَمَررقَالَر
 فَ ْلُيِجْب.
Artinya: “Dari Umar r.a. berkata, Rasulullah Saw bersabda: apabila salah 
seorang dari kamu diundang kepada jamuan perkawinan, maka 
diperkenankannya.”7 
Namun berkaitan dengan adanya pandemi Covid-19, pelaksanaan walīmah 
ditangguhkan oleh pemerintah, berdasarkan surat edaran Nomor; P-
                                                          
4Shohih Bukhori, No. 4775 
5Shohih Bukhori, No. 4770 
6Shohih Bukhori, No. 4774 
7Sunan Al-Hafiz Abi ‘abdillah bin Yazid Al-Qozwini Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz 1 
(Indonesia: Maktanah Dahlan, 207-275 H) h 616. 
 



































004/DJ.III/Hk.007/04/2020. Yang menjelaskan bahwa penangguhan walīmah 
dengan tujuan mengumpulkan orang dalam kelompok اbesar, dan dengan tidak 
menggunakan aturan protokol kesehatan dan berdampak pada tersebarnya Covid-
19.  
Pandemi Covid-19 sendiri adalah penyakit menular yang disebabkan oleh 
jenis coronavirus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hwan. Virus baru 
dan penyakit ini dikenal pada mulainya wabah di Kota Wuhan Tiongkok China.8 
Dalam perkembangannya, virus ini semakin cepat menyebar ke seluruh Dunia 
termasuk Indonesia yang disebabkan karena berbagai faktor yang mempengaruhi, 
seperti melalui hewan ke manusia, atau melalui udara atau melalui kontak langsung 
manusia itu sendiri. 
Virus ini dapat menular lebih cepat apabila seseorang saling berdekatan 
ataupun bergerombol atau berkumpul dalam satu tempat dengan jumlah banyak. 
Sehingga dalam himbauan pemerintah, masyarakat dilarang keluar rumah.                
Aktifitas juga dilakukan dirumah seperti pembatasan yang dilakukan pada 
peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan moda transportasi, pembatasan 
kegiatan keagamaan dan fasilitas umum, pembatasan kegiatan lainnya.9 Dari 
beberapa pembatasan tersebut yang sudah berjalan beberapa bulan dalam rangka 
mengurangi penyebran virus, ternyata berdampak kepada perekonomian 
masyarakat dan berpengaruh pada kas negara. Sehingga dari berbagai 
                                                          
8World Health Organization, Coronavirus disease (COVID-19) pandemi, 
(https://www.who.int?indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public, 2020) 
9Permenkes 9 Tahun 2020, Pasal 13. 
 



































pertimbangan, pemerintah mengambil keputusan untuk mampu beradaptasi 
perilaku bersih dengan kenormalan baru yang disebut new normal.10 
Dengan adanya aturan new normal ini, beberapa pernikahan di sejumlah 
tempat berani mengadakan acara resepsi pernikahan dengan konsep sedemikian 
rupa aturan new normal. Tentunya mengundang beberapa kelompok masyarakat 
dalam jumlah yang tidak sedikit, dimana dalam pandangan Islam menghadiri 
undangan adalah berhukum wajib. Akan tetapi di sisi lain harus menghindari 
sebuah kemudharatan berupa virus Covid-19 serta akibat penyebarannya. 
Dengan beberapa pemaparan di atas, penulis menemukan sebuah 
permasalahan yang akan penulis teliti, dan penulis lebih fokus mengkaji tentang 
bagaimana hukum menghadiri undangan resepsi pernikahan di masa pandemi 
Covid19. Dengan demikian penulis mengambil judul Analisis Saddu Adh-Dharī’ah 
Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Aturan Menghadiri Undangan Walīmah 
pernikahan di Masa Pandemi Covid-19. 
B. Identifikasidan BatasanMasalah 
1. IdentifikasiMasalah  
Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kebijakan 
pemerintah tentang aturan menghadiri undangan walīmah pernikahan di masa 
pandemi Covid-19 yang di analisis menggunakan saddu Adh-dharīah. Dengan 
                                                          
10Muhammad Nuramdani, “New normal: Definisi, Panduan, Penerapan Saat Pandemi COVID-19”, 
dalam https://doktersehat.com/new-normal-pandemi-covid-19/, diakses pada 28 Mei 2020. 
 



































demikian, dari uraian yang telah di paparkan di atas, maka penulis 
mengidentifikasi masalah sebagaimana berikut: 
a. Hukum Islam terhadap walīmah dan kedudukan menghadirinya 
b. Kebijakan pemerintah tentang aturan berkumpul terkait adanya pandemi 
Covid-19. 
c. Walīmah pernikahan di era new normal. 
d. Analisis Saddu Adh-Dharī’ah terhadap kebijakan pemerintah tentang 
aturan menghadiri undangan walīmah pernikahan di masa pandemi Covid-
19. 
2. BatasanMasalah 
Dari beberapa identifikasi tersebut, penulis membatasi masalah-
masalah sebagai berikut ini: 
a. Kebijakan pemerintah tentang aturan menghadiri undangan walīmah 
pernikahan di masa pandemi Covid-19. 
b. Analisis Saddu Adh-Dharī’ah terhadap kebijakan pemerintah tentang 
aturan menghadiri undangan walīmah pernikahan di masa pandemi Covid-
19. 
C. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana kebijakan pemerintah tentang aturan menghadiri undangan 
walīmah pernikahan di masa pandemi Covid-19? 
 



































2. Bagaimana analisis Saddu Adh-Dharī’ah terhadap kebijakan pemerintah 
tentang aturan menghadiri undangan walīmah pernikahan di masa pandemi 
Covid-19? 
D. Kajian Pustaka 
Dalam kajian pustaka ini peneliti akan mendeskripsikan secara ringkas 
kajian penilitian terdahulu yang berkaitan dengan walīmah pernikahan yang akan 
penulis teliti. Dengan maksud untuk memperlihatkan bahwa kajian yang akan 
penulis teliti ini berbeda dengan penelitian dahulu. 
Pertama, skripsi yang berjudul “Menghadiri Undangan Walīmahtul ‘Urf 
Dalam Jumlah Yang Banyak Serta Berjauhan Dalam Satu Waktu Menurut 
Pendapat Fungsionaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Deli Serdang (Studi 
Kasus Masyarakat Desa Kolam Kecamatan Percut Sel Tuan Kabupaten Dell 
Serdang)”. Skripsi tulisan Nursaniah Harahap ini membahas tentang situasi 
masyarakat di Desa Kolam saat mendapatkan banyak undangan walīmah 
pernikahan secara bersamaan dengan tempat yang saling berjauhan, sehingga tidak 
terpenuhinya untuk menghadiri semua undangan tersebut. Adapun undangan yang 
banyak serta tempat yang berjauhan dalam satu waktu tetap menjadi wajib selama 
yang diundang masih mampu dan tidak memberatkan dirinya , maka tidak ada 
aturan untuk menghadirinya dengan ketentuan tidak ada unsur kemaksiatan. Dan 
apabila tidak mampu untuk menghadiri semua undangan tersebut maka hal itu tidak 
berdosa.11 Terlepas dari adanya unsur kemaksiatan, penelitian yang sedang penulis 
                                                          
11Nursaniah Harahap, “Menghadiri Undangan Walimatul ‘Urf Dalam Jumlah Yang Banyak Serta 
Berjauhan Dalam Satu Waktu Menurut Pendapat Fungsionaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten 
 



































teliti adalah aturan menghadiri undangan walīmah pernikahan di masa pandemi 
Covid-19, dengan kondisi adanya Covid-19. 
Kedua, skripsi yang berjudul “Menghadiri Walīmah Pernikahan Married 
By Accident (MBA) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi do Desa Sampang 
Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap)”. Dalam skripsi tulisan Nur 
Choerouningsih ini dibahas menurut pandangan hukum Islam terhadap menghadiri 
walīmah pernikahan, dimanapernikahan yang terjadi adalah akibat dari zina. 
Karena yang terjadi adalah masyarakat Desa Sampang tetap menghadiri acara 
walīmah tersebut, dimana dalam hal ini terdapat indikasi aturan bila ditinjau dari 
hukum Islam. Namun menurut jumhur ulama’ tidak melarang untuk 
menghadirinya, dikarenakan perkara zina dan walīmah nikah adalah perkara yang 
berbeda. Yang mana perkara zina itu terjadi sebelum adanya akad nikah sedangkan 
walīmah nikah merupakan perbuatan yang mulia, sehingga untuk menghadiri 
undangan walīmahnya tetap wajibkan.12 Sedangkan kewajiban menghadiri acara 
walīmah pernikahan yang penulis teliti berhubungan langsung dengan adanya 
Covid-19 dalam acara walīmah. 
Dengan pemaparan penelitian diatas, penelitian yang akan peneliti lakukan 
kiranya tampak jelas perbedaan masalahnya. Jika di tarik kesimpulan penelitian 
yang penulis paparkan berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Oleh 
karena itu, peneliti lebih fokus pada analisis Saddu Adh-Dharī’ah terhadap 
                                                          
Deli Serdang (Studi Kasus Masyarakat Desa Kolam Kecamatan Percut Sel Tuan Kabupaten Dell 
Serdang)”, (Skripsi-UIN Sumatera Utara, 2018). 
12 Nur Choerouningsih, “Menghadiri Walimah Pernikahan Married By Accident (MBA) Dalam 
Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap)”, 
(Skripsi-IAIN Purwokerto, 2018). 
 



































kebijakan pemerintah tentang aturan menghadiri undangan walīmah pernikahan di 
masa pandemi Covid-19. 
E. Tujuan penelitian 
1. Untuk memberikan deskripsi kebijakan pemerintah tentang aturan menghadiri 
undangan walīmah pernikahan di masa pandemi Covid-19. 
2. Untuk memberikan penjelasan analisis Saddu Adh-Dharī’ah terhadap 
kebijakan pemerintah tentang aturan menghadiri undangan walīmah 
pernikahan di masa pandemi Covid-19. 
F. KegunaanHasilPenelitian 
1. Kegunaan Teoritis  
Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangsih khazanah 
keilmuan, terutama bagi ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kebijakan 
pemerintah tentang aturan menghadiri undangan walīmah pernikahan di masa 
pandemi Covid-19. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan 
acuan bagi peneliti-peneliti lain, terutama yang ingin mengkaji masalah yang 
berkaitan dengan penelitian ini. 
2. Kegunaan Praktis 
Secara praktis, masyarakat tentunya dapat memperoleh manfaat berupa 
pengetahuan tentang kebijakan pemerintah tentang aturan menghadiri 
undangan walīmah pernikahan di masa pandemi Covid-19, sehingga 
 



































masyarakat mengetahui dengan benar hukum berkumpul dan menghadiri 
undangan walīmah pernikahan di masa pandemi Covid-19. 
G. Definisi Operasional 
Pada bagian ini berisikan penjelasan tentang pengertian singkat yang 
bersifat operasional dan bukan kata perkata sehingga dapat dijadikan acuan untuk 
memahami variabel dalam penelitian ini.13 Sesuai dengan judul skripsi “Analisis 
Saddu Adh-Dharī’ah Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Aturan Menghadiri 
Undangan Walīmah Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19”, untuk memudahkan 
pembahasan dalam memahami dan menghindari adanya kesalahfahaman ataupun 
kesalahtafsiran, dengan ini penulis memberikan pengertian singkat mengenai istilah 
berikut: 
Analisis Saddu Adh-Dharī’ah merupakan proses memecahkan suatu 
masalah berdasarkan kaidah ushul dalam fiqih sebagai salah satu istinbaṭ hukum 
atau untuk menetapkan sebuah hukum yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadīth. 
Dimana dalam pengertiannya sendiri Saddu Adh-Dharī’ah  adalah menutup jalan 
kepada kerusakan dengan tujuan mendapat kemaslahatan dan menjauhkan diri dari 
kerusakan.14 
Walīmah Perkawinan adalah pertemuan atau perjamuan resmi yang 
diadakan untuk menerima tamu15 atau suatu perhelatan yang diadakan dengan 
                                                          
13Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk Teknis Skripsi (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 
2018), hal 8-9. 
14Masykur Anshori, Ushul Fiqh, (Surabaya: Diantama, 2008), 116 
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tujuan menginformasikan atau maklumat dengan jamuan yang telah disediakan oleh 
tuan rumah yang berhajat. 
Pandemi Covid-19 merupakan peristiwa Dunia terkait menyebarnya 
penyakit virus atau disebut coronavirus disease 2019atau disingkat dengan istilah 
Covid-19ini yang berasal dari kota wuhan China. Covid-19 ini di sebabkan oleh 
koronavirus dengan resiko yang akibatkan virus ini yaitu akan mengalami gejala-
gejala ringan bahkan sedang. 
H. Metode Penelitian 
Metode dalam penelitian ini merupakan cara kerja untuk memahami objek 
yang menjadi sasaran ilmu untuk dipergunakan dalam sebuahpenelitian. Adapun 
metode penelitian yang akan di pergunakan dalam penelitian ini memuat uraian 
tentang: 
1. Data yang dikumpulkan 
Yaitu data-data yang dihimpun sebagai bahan untuk menjawab dari 
rumusan masalah. Data tersebut yaitu:  
a. Data tentang kebijakan pemerintah terkait aturan menghadiri undangan 
walīmah pernikahan di masa pandemi Covid19. 
b. Data tentang menghadiri undangan walīmah pernikahan dalam Islam. 
c. Data yang di peroleh dari buku, kitab-kitab hukum Islam, artikel, jurnal, 
peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan walīmah 
pernikahan di masa pandemi Covid-19. 
 



































2. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini, digunakan beberapa sumber tertulis 
maupun tindakan yang akan digunakan sebagai bahan materi dan rujukan 
dalam pembahasan. Sumber data ini meliputi: 
a. Data Primer.  
Data primer yaitu data-data yang menjadi bahan pokok acuan sebuah 
penelitian. Karena penelitian ini adalah penelitian pustaka atau library 
research, maka yang menjadi sumber primer dalam objek penelitian ini 
adalah Kepmendagri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang pedoman 
tatanan normal baru dan kewajiban menghadiri undangan walīmah dalam 
Islam. 
b. Data Sekunder  
Data sekunder merupakan data literarur yuridis normatif untuk 
memperkuat dan melengkapi dari sumber primer, data skunder tersebut 
diantaranya:  
1) Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 
Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam 
Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19). 
 



































2) Surat edaran Nomor: P-004/DJ.III/Hk.007/04/2020 Tentang 
Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat 
Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19. 
3) Surat Edaran Nomor: SE. 15 Tahun 2020 Tentang Panduan 
Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam 
Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa 
Pandemi. 
4) Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan 
Ibadah Dalam Situasi Terjadinya Wabah Covid. 
5) Fathul Bari bi Syarhi Shahih Bukhori karangan Hafiz Ahmad bin 
Ali bin Hajar ‘Asqolani. 
6) Nailu Author Syarh Muntoqo Al-Akbar Min Ahadits Sayyid Al-
Akhyar Karangan Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad As-
syaukani. 
7) Nailul Authar Karangan Faishal bin ‘Abdul Aziz ‘Ali Mubarok 
Terjemahan Adib Bisri Musthafa dkk. 
8) Khulas Kifayatul Akhyar karangan Moh Rifa’I dkk 
9) Al-Jami’u Shahih Muslim karangan Imam Abi Husain Muslim. 
10) Sunan Ibnu Majah karanagan Sunan Al-Hafiz Abi ‘Abdillah bin 
Yazid Al-Qozwini Ibnu Majah. 
 



































11) Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi Covid-
19,  
12) Rinkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq oleh Syaikh Sulaiman 
Ahmad Yahya Al-Faifi. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode literature 
atau kepustakaan yang berkaitan dengan tema. Yang dikumpulkan adalah data 
dari dokumen, kitab atau buku yang berkaitan dengan tema. Kemudian 
dikompilasi dan diakumulasikan agar dapat memberikan penjelasan hukum 
secara deskriiptif.16 
Langkah-langkah metode pengumpulan data ini dilakukan meliputi hal 
berikut: 
a. Reading, yaitu dengan membaca dan mempelajari literatur-literarur yang 
berkaitan dengan tema penelitian. 
b. Writing, yaitu mencatat data yang berkaitan dengan penelitian. 
c. Editing, yaitu memeriksa data dengan cermat referensi, arti, dan makna, 
serta istilah-istilahnya dan semua catatan yang telah dihimpun. 
d. Dokumen-dokumen yang berhasil dikumpulkan akan di akumulasikan 
berdasarkan tema-tema. 
                                                          
16Sartono Kartodirjo, Metodologi Penggunaan Bahan Dokumen dalam Metode-metode Penelitian 
Masyarakat, (Jakarta: Gramedia Pustaka,1997), hal 47. 
 



































Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 
mempelajari ketentuan peraturan pemerintah yang memuat tentang atauran 
pencegahan virus Covid-19 terhadap walīmah pernikahan serta mengkaji kitab-
kitab hukum Islam untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum menghadiri 
undangan walīmah pernikahan di masa pandemi Covid-19. 
4. TeknikAnalisis Data 
Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian langkah 
selanjutnya adalah dengan menganalisa data-data tersebut. Analisis metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu 
dengan mendeskripsikan secara jelas dan mendalam tentang analisis hukum 
Islam terhadap kebijakan pemerintah tentang laranagan menghadiri undangan 
walīmah pernikahan di era new normal. Metode skripsi ini dengan 
menggambarkan secara rinci tentang ketentuan peraturan pemerintah tentang 
pencegahan virus Covid-19 terhadap walīmah pernikahan dan di analisa 
keefektifitasnya. Kemudian dilanjutkan dengan uraian tentang kewajiban 
menghadiri undangan walīmah pernikahan di era new normal dengan mencari 
sumber dari kitab-kitab kajian Islam dan di padukan dengan hasil pengumpulan 
buku atau literatur yang terdapat dalam sumber sekunder, sehingga bisa ditarik 
kesimpulan yang bersifat khusus. 
I. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari beberapa Bab dan 
sub Bab yang secara rinci akan dijelaskan di bawah ini. 
 



































Bab I, merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang adanya 
penelitian, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, 
tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian 
dan sistematika pembahasan. 
Bab II, yaitu menjelaskan landasan teori tentang dasar hukum mengadakan 
walīmah pernikahanandan kedudukan menghadirinya berdasarkan hukum Islam. 
Kemudian penjelasan hukum Islam Saddu Adh-dharī’ah. 
Bab III, dalam Bab ini akan dijelaskan tentang gambaran bentuk walīmah 
pernikahan di massa pandemi Covid-19 dan bagaimana prosedur menghadiri 
walīmah pernikahan di masa pandemi Covid-19. 
Bab IV, yaitu Bab inti, yang berisipenjelaskan tentang analisis Saddu Adh-
Dharī’ah  terhadap kebijakan pemerintah tentang aturan menghadiri undangan 
walīmah pernikahan di masa pandemi Covid-19. 
Bab V, adalah Bab penutup yang berisi kesimpulan atas jawaban dari 








































WALĪMAH PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM 
A. Walīmah Pernikahan 
1. Pengertian Walīmah Pernikahan. 
Islam mensyarī’atkan bahwa pernikahan harus di umumkan kepada 
halayak umum, dengan tujuan agar tidak ada yang dirahasiakan dari sebuah 
status yang mencurigakan. Pengumuman juga bertujuan untuk menunjukkan 
rasa kebahagiaan mereka terhadap apa yang di halalkan oleh perintah sang 
Khalik. Karena dari adanya pernikahan yang sah, sesuatu yang tadinya haram 
dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan menjadi halal hukumnya. 
Sehingga hal tersebut akan meniadakan prasangka buruk dalam masyarakat 
umum. Itulah sebabnya Islam menganjurkan untuk menyiarkan sebuah 
pernikahan berupa walīmah nikah. Nabi SAW juga menganjurkan pada 
ummatnya untuk mengabarkan melalui walīmah kepada khalayak umum.17 
Walīmah sendiri artinya adalah pertemuan atau perjamuan formal yang 
diperuntukkan untuk menerima tamu, baik dalam sebuah pernikahan ataupun 
dalam sebuah acara pertemuan lainnya.18 Dalam kitab al-Umm, Imam Syafii 
juga mengatakan bahwa walīmah adalah tiap-tiap jamuan dalam perayaan 
pernikahan, kelahiran anak, khitanan, atau peristiwa yang membahagiakan 
                                                          
17Muhammad Ali Ash-Shabani, Az Zawaajul Islamil Mubakkir Sa’adah, Terj. Iklilah Muzayyanah 
Djunaedi, “Hadiah Untuk Pengantin”, (Jakarta: Mustaqim, 2001), 302. 
18DEPDIKBUD, Kamus Besar Bahasa Indinesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 745 
 



































lainnya dengan mengundang banyak orang.19 Dalam kitab al-Muhazzab juga 
mengartikan walīmah sebagai makanan yang diperjamukan untuk manusia 
yang terdapat dalam enam hal yaitu; perjamuan dalam pernikahan, perjamuan 
setelah lahiran, ketika mengkhitankan anak, ketika membangun rumah, ketika 
pulang dari bepergian, dan ketika pertemuan yang tidak ada sebab.20 
Kemudian makna Walīmah pernikahan dalam literatur Arab adalah 
walīmah(الوليمة) yang berarti al-jam’u yaitu kumpul, atau sebab dari 
berkumpulnya suami istri, atau sebab dari berkumpulnya handai tolan yakni; 
saudara, sanak keluarga, dan para tetangga.21Walīmah juga berarati (الوليم) yang 
bermakna makanan pengantin, dalam hal ini adalah makanan yang di suguhkan 
khusus dalam acara pesta pernikahan. Atau dapat di artikan sebagai makanan 
untuk tamu undangan pengantin.22 Beberapa ulama menggunakan kata 
walīmah sebagai ungkapan pada setiap jamuan makan, atau sebagai 
kesempatan ketika mendapat kesenangan. Namun lebih banyak digunakan di 
setiap kesempatan perkawinan.23 Sedangkan secara istilah, walīmah adalah 
makanan yang di suguhkan secara khusus dalam acara perkawinan.24 
 25.وهواجلمعألانجلوجينيجتمعان,مشتقةمنالوَل,الوليمةطعامالعرس
                                                          
19Al-Syafii, Al-Umm, Juz VII, (Bairut: Dar al-Kutub, al-Ilmiyah), 476. 
20Al-Syairazi, Al-Muhazzab, juz II, (Bairut: Dar al-Kutub Al-Ilmiah, 393-476H), 476 
21Tihami, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hal 131. 
22Enizar, Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah SAW, ( Metro: STAIN Jurai Siwo 
Metro, 2015), hal 88. 
23Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), hal 155. 
24Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, terjemah. Mahyuddin Syaf, hal 168-170. 
25Taqiyyuddin Abi Bakri bin Muhammad Husaini Husni Ad-dimasqiyyi Syafi’i, Kifayatul Akhyar 
Fi Halli Ghoyatil Ikhtishor, Juz 2 ( Bairut: Al-Khiyar, 1417 H-1996 M), hal 447. 
 



































Artinya: Walīmah adalah makanan pesta, kata-kata walīmah dari 
kalimat “al-walim” yang berarti menghimpun, karena kedua pasangan 
suami istri itu memang berhimpun dalam satu ruang rumah tangga. 
Ibnu Atsar juga mengatakan dalam kitabnya An-Nihayah (juz V/226) 
yang dikutip oleh Zakiyah Drajat dkk, bahwa walīmah adalah: 
 ألطََّعاُمرالَِّذرُيْصَنُعرِعْنَدراْلُعْرشِر
Artinya: “Yaitu makanan yang dibuat untuk pesta perkawinan.”26 
Sedangkan definisi walīmah menurut beberapa ulama terkenal 
diantaranya; menurut Imam Syafi’i bahwa terjadinya walīmah itu ketika di 
setiap perayaan dengan mengundang banyak orang dalam rangka memperoleh 
kebahagian yang baru. Dalam hal ini menurut pendapat yang mutlak bahwa 
walīmah hanya dikenal dalam sebuah pernikahan.27 Sayyid Sabiq juga 
berpendapat bahwa Walīmah diambil dari kata al-Walmu yang mempunyai 
makna makanan khusus yang disajikan di sebuah pesta pernikahan. Atau dalam 
kamus hukum, walīmah adalah makanan pesta pernikahan yang diperuntukkan 
untuk undangan dan yang lainnya.28 Berbeda dengan apa yang ungkapan oleh 
Zakariyaal-Anshari, beliau mengungkapkan bahwa terjadinya suatu walīmah 
atas setiap makanan yang diadakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang baru 
dari sebuah pesta pernikahan atau sebuah kepemilikan, atau selain dari dua itu. 
Mengenai kemashuran tentang pelaksanaan walīmah pernikahan, itu sama 
dengan yang diungkapkan oleh Imam Shāfi’ī.29 begitu juga dengan Al-
                                                          
26Tihami dan Sahrani, Filih Munakahat, cet III (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 131 
27 Taqiyuddin Akbar, Kifayatul Ahyar, juz II, (Semarang: CV Toha Putra, tth), 68 
28Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Terj. Muhammad Thalib, Juz. VII, (Bandung: PT Al-Ma’arif cet ke 
2, 1982), 148. 
29Zakariya al-Anshari, Fathul Wahab, Juz II, (Semarang: CV Toha Putra, tth), 61. 
 



































Shayrazi di kitabnya al-Muhazzab yang menjelaskan bahwa walīmah berlaku 
pada setiap makanan yang dihidangkan ketika mendapat peristiwa yang 
menggembirakan, namun lebih mashur untuk sebuah pernikahan.30 
Dari beberapa pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa walīmah 
merupakan upacara perhelatan jamuan makanan yang dilakukan pada waktu 
akad, setelah akad atau sebelum dan sesudah malam pertama. Dengan tujuan 
memberikan kabar kepada halayak umum atas telah terjadinya pernikahan dan 
sebagai rasa syukur atas kebahagiaan yang didapat oleh kedua mempelai. 
2. Dasar Hukum dan Tujuan Mengadakan Walīmah Pernikahan 
Islam dalam syarī’atnya telah menyariatkan adanya pesta pernikahan 
demi tujuan-tujuan yang mulia. Tujuan terpenting antara lain; menemani dan 
menggembirakan seorang Muslim pada hari kegembiraan pernikahannya, 
menyaksikan pernikahan bersama masyarakat sekitar pada malam pernikahan, 
memperteguh tali kasih sayang diantara kerabat, teman dan anak-anak dalam 
kesempatan-kesempatan yang paling membahagiakan. Hal tersebut 
mempunyai makna dan pengaruh yang amat di anjurkan oleh Allah dan 
direalisasikan, agar persatuan sosial dan hubungan persaudaraan menjadi lebih 
kuat. 
Walīmah ini merupakan tradisi orang Arab yang sudah berlaku sebelum 
datangnya Islam, dan pelaksanaannya diakui Nabi dengan jalan Islami.31 
                                                          
30Al-Syairazi, al-Muhazzab, juz II, (Bairut: Dar al-Kutub Al-Ilmiah, 393-476H), 477. 
31Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet III, (Jakarta: Kencana, 2006), 156 
 



































Perayaan pernikahan ini selain sebagai ajang silaturahmi bagi kedua keluarga 
juga merupakan bentuk rasa syukur bagi kedua mempelai pengantin, dan 
sangat memberikan kesan kepada keduanya khususnya pada pengantin 
perempuan. Dalam hal ini sebagai penghormatan dan rasa tanggungjawab 
mempelai pengantin laki-laki untuk mengangkat derajat pengantin perempuan. 
Perayaan pengantin ini dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur atas 
telah terjadinya pelangsungan akad nikah, dengan mengajak sanak keluarga 
dan saudara beserta masyarakat umum untuk makan-makan bersama 
merasakan kebahagiaan setelah menyaksikan peresmian pernikahan tersebut. 
Walīmah nikah dilaksanakan ketika setelah terjadinya akad nikah di hari 
perkawinan (malam pertama) atau dikeesokan harinya atau ada juga yang 
ketika berlangsungnya akad nikah, dan tergantung kebiasaan adat masing-
masing daerah yang berlaku.32 Islam menganjurkan agar pelaksanaan walīmah 
dilakukan setelah akad nikah berlangsung, sebagai rasa syukur atas 
kebahagiaan yang dirasakan kedua mempelai dan keluarganya.33 Dengan 
diadakannya setelah akad nikah berlangsung, keluarga beserta masyarakat dan 
tamu undangan dapat menyaksikan secara langsung dan ikut mengamini atas 
doa kedua mempelai. 
Walīmah pernikahan merupakan salahsatu pembahasan dalam bab 
nikah yang mempunyai aspek hukum dalam pelaksanaannya. Para ulama 
                                                          
32Slamet Abidin, Fiqih Munakahat 1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 149 
33Rahmat Sudirman, Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial, (Yogyakarta: Adipura, 
1999) 113. 
 



































berbeda pendapat mengenai hukum perayaan walīmah ini, sebagian 
mengatakan hukumnya wajib, dan sebagian lainnya menyatakan sunnah. Akan 
tetapi mayoritas ulama menghukuminya Sunnah. Jika mampu, maka pihak 
yang berhajat (sahib al-hajah) dapat merayakannya dengan menyembelih 
seekor kambing atau lebih, seperti dalam hadis Shohih Bukhori, No. 4770 sebagai 
berikut: 
رقَاَل:رَماراَْوََلَر َعَلْيِهرَوَسلََّمرَعَلىرَشْيء رِمْنرِنَسائِِهرَماراَْوََلَررَصلَّىرهللِارَصلَّىرهللاُرالنَِّبي رَعْنراََنس 
 َعَلىرَزيْ َنَبراَْوََلَرِبَشاة .ر)رواهرالبخارى(
Artinya; “Dari Anas ra berkata, “Belum pernah aku meihat Rasulullah 
SAW. Merayakan pernikahannya dengan salah satu istrinya seperti 
perayaan (walīmah) Zaynab. Beliau menyembelih seekor kambing.” 
(H.R. al-Bukhori dan Muslim). 
Apabila belum mampu, maka walīmah dapat berupa makanan ringan, meski 
tidak terdapat daging. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh shohih Bukhari 
No. 4762 yaitu: 
ثَ َنارمَُر رقَاَلرأَقَاَمالنَِّب رَصلَّىرَحدَّ رَعْنرُْحَْيد رَعْنرأََنس  رَجْعَفر  رَأْخََباََنرِإْْسَاِعيُلْْبُ مَُّدرْبُنرَساَلم 
رَفَدَعْوُتراْلمُر رَخْيََبََواْلَمِديَنِةرَثاَلًًثريُ ْبََنرَعَلْيِهرِبَصِفيََّةربِْنِتُحَيي   ُرَعَلْيِهرَوَسلََّمرَبْْيَ ْسِلِمَْيرِإىَلراَّللَّ
رأََمَرِِبْْلَْنطَاِعرفَأُْلِقَيرِفيَهارِمْنرالتَّْمِررَواْْلَِقِطَوالسَّر ْمِنرَولِيَمِتِهَفَمارَكاَنرِفيَهارِمْنرُخْبز رَواَلرَلَْم 
رِإْنر رفَ َقاُلوا َيِميُنُه رَمَلَكت ْ رِمَّا رَأْو راْلُمْؤِمِنَْي راْلُمْسِلُموَنَِْحَدىرأُمََّهاِت رفَ َقاَل رَولِيَمَتُه َفَكاَنْت
َهارَفِهَيِممَّارَمَلَكْترََيِيُنُهرفَ َلمَّاراْرََتََلرَوطَّرحَر ىرَجبَ َهارَفِهَيرِمْنأُمََّهاِتراْلُمْؤِمِنَْيرَوِإْنرَلَْرََيُْجب ْ
نَ َهارَوَبْْيَرالنَّاسِر .ر)رواهرخبارى(رََلَاَخْلَفُهرَوَمدَّراَلَِْجاَبربَ ي ْ  
Artinya: “Dari Anas ra berkata. “Telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Salam Telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin 
Ja'far dari Humaid dari Anas ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bermukim tiga hari antara Khaibar dan Madinah yaitu ketika 
menikahi Shafiyyah binti Huyyi. Lalu aku pun mengundang kaum 
muslimin untuk menghadiri walīmahnya. Di dalam walīmahan itu tidak 
ada roti dan tidak pula daging. Beliau menyuruh agar permadani kulit 
 



































dihamparkan, lalu kurma, tepung dan keju dihidangkan. Seperti itulah 
walīmahnya. Kemudian kaum muslimin bertanya, "Ia adalah 
ummahatul Mukminin ataukah hamba sahaya?." Dan mereka pun 
berkata, "Jika beliau menghijabinya, maka ia termasuk Ummatul 
Mukminin, dan bila tidak, maka ia adalah hamba sahaya." Maka pada 
saat berangkat, beliau meletakkannya agak rendah di belakang, lalu 
beliau membentangkan hijab yang menutupi antara dirinya dengan 
orang banyak.” (H.R. Bukhori dan Muslim) 
Adapun walīmah yang berhukum wajib bagi yang melangsungkan 
pernikahan adalah menurut pendapat Ibnu Hazm di kitab al-Muhalla.34Yang 
bersandarkan pada Hadīth berikut: 
ر:راَنَّرَرُسْوُلرهللارَصلَّىرهللارَعَلْيِهر ر,رَعْنراََنس  ثَ َنارَْحَّاُدرْبُنرَزْيد رَعْنرًَثِبت  َبُةرَحدَّ ثَ َنارقُ تَ ي ْ َحدَّ
راثَررُصْفرَة ر.رَفقاَلر)َمارَهدَر رتَ َزوَّْجُترَوَسلَّمررََاىرَعلىرَعْبِدرالرَّْْحَِنرْبِنرَعوف  ار؟(رَفقاَل:رِاّنِ 
ر.َفقاَلر:ر)َِبَرَكرهللارَلَكر.راَْوَلْرَوَلْورِبَشاة (.ر)روهرالرتمرذى(.35  اْمرَاَة رَعَلىرَوْزِنرنَ َواة رِمْنرَذَهب 
Artinya : “Qutaibah menceritakan pada kami, Hammad bin Zaid dari 
Tsabit mencerikan dari Anas; Sesungguhnya Rasulullah SAW telah 
melihat pada Abdurahman bin Auf bekas kekuning-kuningan , lalu 
beliau bertanya: Apa ini? Berkata Abdurahman bin Auf: Sesungguhnya 
saya telah kawin dengan seorang wanita dengan maskawin seberat biji 
kurma dari emas, lalu Rasulullah SAW bersabda: Semoga Allah 
memberkatimu, adakanlah walīmah meskipun hanya seekor kambing” 
(H.R. Tirmidzi) 
Dalam hadis tersebut Ibnu Hazm menjadikan lafal    اَْوِلْم َولَْو بَِشاة sebagai 
dalalil yang mengharuskan dari mengadakan walīmah nikah.36 Menurut beliau 
hadis tersebut mengandung fi’il amar yang bermakna perintah yang wajib. 
Yang diungkapkan oleh Abdul Aziz Dahlan di Ensiklopedia Hukum Islam.37 
                                                          
34Ibnu Hazm, Al-Mahalla, (Juz VII, Bairut: Dar al-Fikr, tt),450 
35Tirmidzi, op.cit, 402 
36Ibnu Hazm. Loc. Cit. 
37Abdul Aziz Dahlan, Ibid, 1918. 
 



































Namun jumhur ulama’ mengatakan bahwa walīmah pernikahan adalah 
sunnah muakkad. Berdasarkan Hadīth Nabi SAW sebagai berikut: 
ُرَعْنُهرَأنَّر َرِضَيراَّللَّ رَعْنرأََنس  ثَ َنارَْحَّاٌدُهَوراْبُنرَزْيد رَعْنرًَثِبت  رَحدَّ ثَ َنارُسَلْيَماُنرْبُنرَحْرب  َحدَّ
َلىرَعْبِدرالرَّْْحَِنرالنَِّبَّرَصلَّىراللَُّهَعَلْيِهرَوَسلََّمررََأىرَعَلىرَعْبِدرالرَّْْحَِنربِْنَعَلْيِهرَوَسلََّمرَرَأىرعَر
رقَاَلرَِبَرَكر رأَثَ َررُصْفرَة رقَاَلرَمارَهَذارقَاَلرِإن ِيتَ َزوَّْجُتراْمَرأًَةرَعَلىرَوْزِنرنَ َواة رِمْنَذَهب  بِْنَعْوف 
ُرَلَكرأَْوَلْرَوَلْورِبَشاة ر.ر)رواهرخبارى(38  اَّللَّ
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb Telah 
menceritakan kepada kami Hammad ia adalah Ibnu Zaid, dari Tsabit 
dari Anas radliallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
melihat bekas Shufr pada Abdurrahman bin Auf, maka beliau pun 
bertanya: "Apa ini?" Ia menjawab, "Sesungguhnya aku telah menikahi 
seorang wanita dengan mahar Wazn Nawat dari emas." Beliau besabda: 
"Semoga Allah memberkahimu. Adakanlah walīmah meskipun dengan 
seekor kambing." 
Dalam istimbat hukumnya, perintah Nabi SAW untuk mengadakan sebuah 
walīmah tidak mengandung arti wajib, namun hanya sunnah. Sebab hal 
tersebut merupakan tradisi dikalangan Arab yang berlaku sebelum datangnya 
Islam. Dan oleh Nabi SAW diakui dengan jalan Islami. 
3. Dasar Hukum Menghadiri Walīmah Pernikahan. 
Menghadiri suatu undangan merupakan hal yang wajib. Begitu juga 
dengan menghadiri undangan walīmah pernikahan, karena hal tersebut sebagai 
bentuk untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan, dan 
menggembirakan.39Sebagaimana hadis rasulullah SAW sebagai berikut: 
                                                          
38Shahih Bukhari. No. 4758. 
39Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Bandung: PT al-Ma’arif, 1987), cet ke 7, 186 
 



































ثَ َنارََيََْيرْبُنرََيََْيرقَاَلر رَحدَّ رَعْنراْبِنرُعَمَررقَاَلرقَاَلَرُسوُلراَّللَِّ رَعْنراَنِفع  قَ رَْأُترَعَلىَماِلك 
ُرَعَلْيِهرَوَسلََّمرإِرَذارُدِعَيرَأَحدُُكْمرِإىَلراْلَولِيَمِةرفَ ْلَيْأِِتَا.ر)رواهرمسلم(.40  َصلَّىراَّللَّ
Artinya: “Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia 
berkata; Saya membaca di hadapan Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar dia 
berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika salah 
seorang dari kalian diundang ke pesta perkawinan, maka hendaknya ia 
mendatanginya." (H.R. Muslim) 
Orang yang diundang untuk menghadiri walīmah al-‘urs diwajibkan 
datang, Rasulullah SAW bersabda:  
رَعْنرَأِبرُموَسىر َثِِنرَمْنُصوٌررَعْنرَأِبرَواِئل  ثَ َنارََيََْيرَعْنرُسْفَياَنرقَاَلرَحدَّ ٌدرَحدَّ ثَ َنارُمَسدَّ َحدَّ
ُرَعَلْيِهرَوَسلََّمرقَاَلرفُر اِعَيرَوُعوُدواراْلَمرِيضَرك واراْلَعاِنَرَوَأجِرَعْنرالنَِّبِ رَصلَّىراَّللَّ .ر)رواهريُبوارالدَّ
 خبارى(41
Artinya: “bebaskanlah tawanan, penuhilah undangan dan jenguklah 
orang sakit” (H.R. al-Bukhori). 
Dalam Hadīth ini menunjukkan wajibnya seseorang untuk memenuhi 
undangan, karena perbuatan maksiat tidak akan terjadi, kecuali dengan 
meninggalkan kewajiban.Jumhur ulama juga mengatakan bahwa orang yang 
sedang diundang untuk menghadiri walīmah nikah adalah wajib hukumnya 
untuk menghadirinya. Pernyataan ini diungkapkan juga oleh Taqiyudin Abu 
Bakar, “jika kamu mewajibkan walīmah nikah maka memenuhi undangannya 
adalah wajib, dan jika kami tidak mewajibkan walīmah nikah, maka 
memenuhinya juga tetap hukumnya wajib menurut pendapat yang rajah, serta 
                                                          
40Shahih Muslim. No. 2574. 
41Shahih Bukhari. No. 4776. 
 



































telah merajihkan ulama’-ulama’ Iraq dan Ruyaniy.42 Hal tersebut sesua dengan 
Hadīth Nabi SAW: 
ُر رْبِنرُعَمَررَرِضَيراَّللَّ رَعْنرَعْبِدراَّللَِّ رْبُنريُوُسَفرَأْخََباََنرَماِلٌكرَعْنراَنِفع  ثَ َنارَعْبُدراَّللَِّ َحدَّ
ُرَعَلْيِهرَوَسلََّمرقَاَلرِإَذارُدِعَيرَأحَر رَصلَّىراَّللَّ ُهَمارَأنَّرَرُسوَلراَّللَِّ .ردُُكْمرِإىَلراْلَولِيَمِةرفَ ْلَيْأِِتَاَعن ْ
 )رواهرخبارى(43
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bih Yusuf Telah 
mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar 
radliallahu 'anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika salah seorang dari kalian diundang ke acara walīmahan, 
hendaklah ia datang." 
Hadīth tersebut dijadikan dalil oleh sebagaian ulama’ madhhab 
Shāfi’īyah, bahwa secara mutlak wajib hukumnya menghadiri undangan 
walīmah. Ibnu Hazm juga telah menduga bahwa ungkapan tersebut adalah 
perkataan jumhur Sahabat dan Tabi’in. Dimana tokoh tersebutlah yang 
membedakan antara walīmah nikah dengan walīmah yang lainnya.44 
Imam Nawawi juga telah menukil atas kesepakan kewajiban memenuhi 
undangan walīmah nikah. Dan jumhur ulama’ Shāfi’īyah dan Hanabilah telah 
menjelaskan bahwa memenuhi undangan walīmah nikah adalah fardzu‘ayn. 
Perkataan Shāfi’ī tersebut mengindikasikan bahwa wajibnya memenuhi 
undangan walīmah nikah, dan tidak adanya keringanan bagi perayaan selain 
walīmah nikah.45 Selain itu ada juga hadis Nabi SAW yang dijadikan dalil oleh 
                                                          
42 Taqiyudin Abi Bakar, ibid, 69 
43Shohih Bukhori, No. 4775 
44Ibnu Hazm, loc.cit. 
45Abib Zakariya An-Nawawi, loc.cit. 
 



































para ulama’ untuk menunjukkan hukum wajibnya terhadap memenuhi 
undangan walīmah nikah, yaitu: 
رَعْنراْْلَر رْبُنريُوُسَفرَأْخََباََنرَماِلٌكرَعْنراْبِنرِشَهاب  ثَ َنارَعْبُدراَّللَِّ ْعرَِجرَعْنرَأِبرُهَريْ رََةرَحدَّ
رالطََّعاِمرَطَعاُمراْلَولِيَمِةريُْدَعىرََلَاراْْلَْغِنَياُءرَويرُْتَُكرالْر ُرَعْنُهرأَنَُّهرَكاَنريَ ُقوُلرَشر  ُفَقرَاُءرَرِضَيراَّللَّ
ُرَعَلْيِهرَوَسلَّرم.َر)رواهرخبارى(.46 َرَوَرُسوَلُهرَصلَّىراَّللَّ ْعَوَةرفَ َقْدرَعَصىراَّللَّ  َوَمْنرتَ َرَكرالدَّ
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah 
mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Al A'raj dari 
Abu Hurairah radliallahu 'anhu, bahwa ia berkata; "Seburuk-buruk 
jamuan adalah jamuan walīmah, yang diundang sebatas orang-orang 
kaya, sementara orang-orang miskin tidak diundang. Siapa yang tidak 
memenuhi undangan maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah 
dan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam.” (H.R. al-Bukhori, 
Muslim, dan selain keduanya) 
Menurut jumhur ulama’, Hadīth tersebut secara tegas menunjukkan 
bahwa setiap yang diundang walīmah nikah, wajib hukumnya untuk 
menghadirinya, selama tidak ada udzhur misalnya jarak tempat tinggal jauh 
dari tempat lokasi acara walīmah atau tempat yang terlalu sulit untuk dijangkau 
untuk menghadirinya, atau dalam keaadaan sakit. Bahkan menurut jumhur 
ulama’, orang yang berpuasa pun diwajibkan untuk tetap menghadirinya 
walaupun tidak ikut makan. 
Dalam kitab Kifayatul Ahyar juga disebutkan beberapa ketentuan 
wajibnya menghadiri undangan walīmah nikah yaitu: 
a. Undangan tersebut umum, terbuka bagi semua keluarga, tetangga, orang-
orang yang kaya dan miskin turut serta diundang. 
                                                          
46Shahih Bukhari. No. 4779 
 



































b. Pengundang datang sendiri atau wakilnya. 
c. Tidak ada kekhawatiran akan kedhaliman apabila mendatanginya. 
d. Ditempatkan dengan orang-orang sejajar. 
e. Tidak adanya perbuatan munkar, seperti minum-minuman keras dalam 
acara walīmah tersebut. 
f. Mengunjungi dihari pertama apabilah acaranya sampai beberapa hari. 
g. Yang mengundang adalah orang Islam.47 
4. Maqōsidu Al-Syarī’ah dari Walīmah Pernikahan. 
Secara bahasa maqosid syariah terdiri dari dua kata yaitu Maqōsidu dan 
Al-Syarī’ah. Maqōsidu secara bahasa yang artinya tujuan atau kesengajaan dari 
bentuk jamak dari maqsud. Sedangkan syariah menurut bahasa yang artinya 
adalah jalan menuju air. Jalan menuju air maksudnya adalah jalan menuju 
sumber pokok kehidupan.  
Al-Syatibi mengungkapkan bahwa sesungguhnya syarī’at itu bertujuan 
untuk menciptakan kemaslahatan manusia di Dunia maupun di akhirat. Beliau 
mengungkapkan lagi bahwa syarī’at adalah hukum-hukum yang bertujuan 
untuk kemaslahatan hamba. 
Dengan begitu Maqōsidu Al-Syarī’ahmerupakan tujuan atas sesuatu 
yang ingin dicapai, dalam hal ini mewujudkan kemaslahatan manusia. Ada 
                                                          
47Taqiyudin Abi Bakar, op.cit. 69-71 
 



































juga yang menganggap Maqōsidu adalah maslahah itu sendiri. Ada juga yang 
memahami Maqōsidu adalah prinsip Islam yang berasaskan lima penjagaan 
yaitu; menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga agama, dan 
menjaga harta, sehingga dapat disimpulkan Maqōsidu Al-Syarī’ahadalah 
matlumat-matlumat yang ingin dicapai oleh syarī’at demi kepentingan umat 
manusia. Dengan begitu, terkait dengan walīmah dalam pandangan hukum 
Islam memiliki tiga tujuan, diantaranya adalah: 
a. Pemberitahuan 
Yaitu memberikan kabar kepada halayak umum melalui pesta walīmah 
bahwa pasangan pengantin telah melangsungkan pernikahan secara resmi. 
b. Ajang mendo’akan 
Yaitu sebagai ajang mendoakan kedua pasangan pengantin bagi para 
tamu undangan yang hadir dalam acara walīmah, agar pernikahannya 
mendapat berkah dari Allah swt, menjadi pasangan yang mendapatkan 
ketentraman dalam menempuh kehidupan, rizki yang berkah dan keturunan 
yang sholeh sholihah, serta menjadikan keluarga yang saling menguatkan 
dalam iman. 
c. Ungkapanrasa syukur 
Yaitu diadakannya acara walīmah dalam rangka mengungkapan rasa 
syukur kepada Allah swt atas rahmat dan kebahagiaan dengan 
dilangsungkannya sebuah pernikahan dan segala pemberian-Nya 
 



































5. Hikmah Walīmah 
Adapun dari beberapa tujuan diadakannya walīmah, tentunya 
pelaksanaan walīmah memiliki hikmah yang didapat bagi tuan rumah maupun 
dari khalayak umum yang ikut merasakan kebahagiaannya, hikmah itu di 
antaranya: 
a. Rasa syukur kepada Tuhan. . 
b. Sebagai tanda penyerahan kedua orang atas anak perempuannya kepada 
sang suami. 
c. Sebagai tanda resmi telah terjadinya akad nikah. 
d. Sebagai tanda memulai keluarga baru  
e. Sebagai kabar bagi masyarakat, umtuk mengetahui agar tidak 
berpandangan buruk terhadap perilaku mempelai pengantin dalam 
kehidupan sehari-hari. 
B. Saddu Adh-Dharī’ah   
1. Pengertian Saddu Adh-Dharī’ah   
Saddu Adh-Dharī’ah dalam segi bahasa berasal dari kata (سدرالذريعة) yang 
terdiri dari dua kata yaitu (سد) yang berarti menutup dan (الذريعة) yang berarti 
wasilah atau jalan kepada suatu tujuan. Maka kalau digabung  (سدرالذريعة)  berarti 
 



































“menutup jalan kepada suatu tujuan”.48 Atau yang dimaksud adalah menutup 
jalan yang tujuannya kepada kerusakan. Dengan hal ini sesuai dengan tujuan 
syara’ menetapan hukum kepada para mukallaf, dengan tujuan mendapat 
kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kerusakan.49 
Namun pendapat tersebut, oleh beberapa ulama’ ushul lainnya 
menentang pendapat itu. Adapun alasan menentang diantaranya yaitu dari Ibnu 
Qayyim Aj-Jawziyyah menyatakan bahwa Adh-Dharī’ah tidak hanya 
menyangkut sesuatu yang dilarang, namun ada juga yang di anjurkan, dan lebih 
tepat kalau Adh-Dharī’ah itu dibagi dua, yaitu Adh-Dharī’ah yang dilarang dan 
yang dianjurkan.50 
Kemudian menurut Imam Ash-Shāṭibīyang dikutip oleh Andrewi yaitu: 
 التوسلرِبارهورمصلحةراىلرمفسدة
Artinya: “Melaksanakan sesuatu pekerjaan yang semula mengandung 
kemaslahatan menuju pada suatu kemafsadatan”.51 
Dengan pengertian tersebut bahwa Saddu Adh-Dharī’ah adalah 
perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang semula mengandung 
kemaslahatan dan berakhir menjadi kerusakan. Seperti seseorang yang telah 
diwajibkan membayar zakat, akan tetapi sebelum genap setahun seseorang 
                                                          
48Satria Efendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 172. 
49Masykur Anshori, Ushul Fiqh, (Surabaya: Diantama, 2008), hal. 116. 
50Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal. 132 
51Andewi Suhartini, Ushul Fiqih, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam, 2012), hal. 156. 
 



































tersebut menghadiahkan harta kepada anaknya, sehingga seseorang tersebut 
tidak berkewajiban membayar zakat.52 
Menurut Ash-Shawkani dalam Nasrun Rusli mendefinisikan Adh-
Dharī’ah dengan melihat segala sesuatu secara lahir adalah boleh, namun 
sesuatu tersebut membawa kepada perbuatan yang dilarang. Definisi ini 
ternyata mirip dengan definisi yang dirumuskan Ash-Shāṭibī dalam Nasrun 
Rusli, definisi tersebut yaitu: “segala yang membawa kepada sesuatu yang 
terlarang, yang mengandung kerusakan”, sehingga hasil definisi itu 
memunculkan istilah Saddu Adh-Dharī’ah yang artinya menutup jalan kepada 
kejahatan.53 
Dari beberapa pemaparan tersebut, Saddu Adh-Dharī’ahdapat 
dipahami bahwa hukum Islam dibangun atas dasar menarik maslahat dan 
menolak mudharat. Atau sama halnya dengan pepatah mengatakan “lebih baik 
mencegah daripada mengobati”, karna mencegah itu lebih gampang dan 
menyelamatkan dengan biaya ringan, sedangkan mengobati resikonya lebih 
besar dan banyak memakan biaya, serta diperlukan waktu yang tidak sebentar. 
Oleh karena itu diperlukan adanya antisipasi dan usaha.54 
2. Dasar Hukum Saddu Adh-Dharī’ah   
                                                          
52Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 132 
53Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad Al-Syaukani; Relevansi Bagi Pembaharuan Hukum Islam di 
Indonesia, (Jakarta: Bogor, 2009), 142-143. 
54Syafiudin Shiddiq, Ushul Fiqih, (Jakarta: Penada Media Group, 2011), 104. 
 



































Adapun dasar hukum yang mengarah kepada Saddu Adh-Dharī’ah baik 
dari Al-Qur’ah maupun Hadīth dan juga Kaidah Fiqih, yaitu diantarnya : 
a. Al-Qur’ah 
 
ۗ ر55 َغْيِرِعْلم ر  َرَعْدًواربٍِۢ  َواَلرَتُسب وارالَِّذْيَنريَْدُعْوَنرِمْنرُدْوِنراَّلل َِٰرفَ َيُسب واراَّلل َٰ
Artinya: “Janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang 
merupakan sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki 
Allah dengan melampui batan tanpa pengetahuan”. (QS. Al-An’am: 
108). 
Pada ayat tersbut mengarah kepada Saddu Adh-Dharī’ah, karena 
memaki-maki Tuhan akan menimbulkan suatu dampak kerusakan yang 
dilarang. Oleh sebab itu sebelum datangnya suatu balasan, maka tidak 
memaki-maki sesembahan agama lain adalah perilaku pencegahan atau 
Saddu Adh-Dharī’ah. 
ِفرِيْ نَ َعَذاٌِبَلِْيمٌر.56 ۗ ر َولِْلكَٰ َري  َهارالَِّذْيَنراََٰمنُ ْواراَلرتَ ُقْوُلْواررَارِعَنارَورقُ ْوُلواراْنظُْراَنرَوارْْسَُعْوا 
ا
 ٰيَٰ
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan 
(kepada Muhammad): “Rā’ina”, tetapi katakanlah: “Undhurna”, dan 
“dengarkanlah”. Dan bagi orang-orag kafir akan mendapat siksaan 
yang pedih”. (Al-Baqarah:104). 
Maksud dari ayat tersebut bahwa jangan melakukan tindakan yang 
kiranya akan membuat terjadinya suatu pelanggaran apabila 
melakukannya. Seperti pada kata “raa’ina” dengan maksud: “Sudilah 
kiranya kamu memperhatikan kami” saat para sahabat menggunakan kata 
tersebut kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan orang yahudi pun ikut 
                                                          
55Via Al-Qur'an Indonesia http://quran-id.com, Al-An’am 108. 
56Ibid, al-Baqarah 104. 
 



































memakai kata ini dengan nada mengejek dan menghina Rasulullah SAW. 
Karena mereka memakai ungkapan “rā’inan” bentuk isim fail dari masdar 
ru’unan artinya tolol atau bodoh.57 
رِمْنرزِيْ َنِتِهنَّرَواَلرَيْضرِْبَنرِِبَرْرُجِلِهنَّرلِيُ ْعَلَمرَماريُْر ًعااَر ۗ ر ِفْْيَ ِهَجِمي ْ ااِلَىالل َٰ
ي َهرَوتُ ْوبُ ْوا
 اْلُمْؤِمنُ ْوَنرَلَعلَُّكْمرتُ ْفِلُحْونَر.58
Artinya: “Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar 
diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah 
kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya 
kamu beruntung”. (QS. An-Nur: 31) 
Pada ayat ini dapat menjelaskan bahwa “bagi orang yang beriman 
janganlah menghentakkan kaki bagi perempuan kepada selain suaminya, 
karena yang demikian itu menimbukan syahwat bagi yang mendengar 
suara kaki perempuan selain suaminya. 
b. Al-Hadīth 
ثَ َنارِإبْ رَاِهيُمرْبُنرَسْعد رَعْنرأَبِيِهرَعْنرُْحَْيِدرْبِنرَعْبِدرالرَّْْحَِنر ثَ َنارَأْْحَُدرْبُنريُوُنَسرَحدَّ َحدَّ
ُهَمارقَر ُرَعن ْ رْبِنرَعْمر ورَرِضَيراَّللَّ ُرَعَلْيِهرَوَسلََّمراَلرقَاَلرَرُسولُرَعْنرَعْبِدراَّللَِّ رَصلَّىراَّللَّ راَّللَِّ
روََكْيَفريَ ْلَعُنرالرَُّجُلر ِإنَّرِمْنرَأْكََبِراْلَكَبائِِررَأْنريَ ْلَعَنرالرَُّجُلرَواِلَدْيِهرِقيَلرَٰيرَرُسوَلراَّللَِّ
رأُمَّهُر رأََِبُهرَوَيُسب  رالرَُّجُلرأََِبرالرَُّجِلرفَ َيُسب  )رواهرخبارى(..رَواِلَدْيِهرقَاَلرَيُسب   
Artinya: “menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah 
menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Ayahnya dari 
Humaid bin Abdurrahman dari Abdullah bin 'Amru radliallahu 
'anhuma dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Sesungguhnya termasuk dari dosa besar adalah 
seseorang melaknat kedua orang tuanya sendiri, " beliau ditanya; 
"Kenapa hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah?" beliau menjawab: 
"Seseorang mencela (melaknat) ayah orang lain, kemudian orang 
                                                          
57Abu Adbdillah Muhammad bin Umar bin al-Hasan bin al-Husain at-Taimi ar-Razi, Mafatih al-
Ghaib, (Tafsir ar-Razi), versi 2, 9. 
58Via Al-Qur'an Indonesia http://quran-id.com, An-Nur 31. 
 



































tersebut membalas mencela ayah dan ibu orang yang pertama." (HR. 
Bukhori).59 
Hadīth tersebut telah memperlihatkan bahwa Saddu Adh-Dharī’ah  
merupakan salah satu alasan sebagai metode dalam menetapkan hukum 
syara’, sebab dalam Hadīth ini Rasulullah SAW masih bersifat menduga 
atas akibat yang dilakukan seseorang yang melaknat, namun dari dugaan 
tersebut Rasulullah SAW melarangnya.60 
c. Kaidah Fiqih 
 ماَاََدىراىَلراَلَرَاِمرفَ ُهَورَحرَامٌر
Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga 
haram hukumnya.61 
اْلَمَفاِسِدراوََلرِمْنرَجلِبراْلَمَصاِلحَدرُءر  
Menolak keburukan lebih diutamakan daripada meraih kebaikan.62 
Dari kaidah diatas menunjukkan bahwa segala perkataan dan 
perbuatan yang dilakukan oleh mukallaf adalah dilarang hukum syara’ 
seperti zina, pencurian, dan pembunuhan merupakan perbuatan yang 
dilakukan sendiri, dan ada juga yang perbuatan tersebut sebagai perantara 
untuk berbuat kerusakan seperti berkhalwat yang mengarah terjadinya 
perbuatan zina dll.63 
3. Kedudukan Saddu Adh-Dharī’ah   
                                                          
59Shohih Bukhori, No. 5516 
60Nasrun Haroen, Ushul Fiqih 1, (Jakarta: Logos, 1996), 164. 
61A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2011), 32. 
62Abdul Mujib, Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih, 39 
63Ash-Shiddieqy, Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2, (Jakarta: Kencana, 2010), 166. 
 



































Seperti halnya kaidah-kaidah yang lain, Saddu Adh-Dharī’ah  
merupakan salah satu metode landasan dalam istinbat hukum untuk 
menetapkan hukum dalam Islam. Dan Saddu Adh-Dharī’ah ini dalam 
aplikasiannya menjadi salah satu sumber hukum. Akan tetapi ulama’ berbeda 
pendapat dalam menjadikan Saddu Adh-Dharī’ah sebagai metode menetapkan 
hukum. Dan pada umumnya mereka terbagi menjadi tiga, yaitu: 
a. Ulama’ yang menerima sepenuhnya 
Imam madhab Maliki dan Hambali adalah ulama’ yang menerima 
sepenuhnya dalam metode menetapkan hukum. Bahkan di kalangan 
madhhab Maliki metode ini diterapkan lebih luas dalam ilmu fiqih dan 
ushul fiqih seperti Imam al-Qarafī (w. 684 H) mengembangkan metode 
ini dalam sebuah karyanya yaitu Anwar al-Buruq fī Anwa’ al-Furuq. 
Kemudian Imam Ash-Shāṭibī yang menguraikan metode ini dalam sebuah 
kitabnya al-Muwafaqat. 
b. Ulama’ yang tidak menolak sepenuhnya 
Ulama’ ini adalah madhhab Shāfi’ī dan madhhab Hanafī dengan 
tidak menolak sepenuhnya untuk dijadikan metode dalam menetapkan 
hukum, dan hanya kasus tertentu saja yang dijadikan metode dalam 
istinbaṭ istinbaṭ hukum. Sebagaimana kasus Imam Shāfi’ī yang 
menggunakan metode Saddu Adh-Dharī’ah yaitu ketika seseorang 
menyumbat aliran air yang mengalir ke perkebunan dan persawahan, 
sehingga beliau melarangnya karena akan menjadi sarana Adh-Dharī’ah 
 



































bagi sesuatu yang sebenarnya dihalalkan oleh Allah SWT untuk dapat 
diakses oleh siapapun sebagai rahmat-Nya. 
c. Ulama’ yang menolak sepenuhnya 
Dan kelompok yang menolak adalah Madhhab Zahirī. Karena kalangan ini 
memiliki prinsip bahwa dalam menetapkan hukum berdasarkan makna 
tekstual dhahir al-Lafadh. Sedangkan Saddu Adh-Dharī’ah   merupakan 
hasil dari penalaran terhadap sesuatu yang masih bersifat dugaan, 
meskipun dugaan tersebut pada tingkatan yang kuat. Jadi kalangan ini 
beranggapan bahwa Saddu Adh-Dharī’ah adalah tidak berdasarkan Nash 
secara langsung, melainkan hasil dari akal.64 
4. Macam-macam Adh-Dharī’ah  
Jika dilihat dari akibatnya menurut Ibnu al-Qayyim Adh-Dharī’ah 
terbagi menjadi empat macam, yaitu65 : 
a. Segala sesuatu perbuatan yang pada dasarnya adalah menimbulkan 
kerusakan (mafsadah). Contohnya adalah ketika mengkonsumsi minuman 
keras karena berdampak memabukkan, kemudian perbuatan zina yang 
mengakibatkan ketidakjelasan keturunan. 
b. Segala suatu perbuatan yang memang pada dasarnya baik atau dianjurkan 
(mustahab), akan tetapi malah sengaja dijadikan sebagai jalan untuk 
                                                          
64Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqih, (Jakarta: Penada Media Group, 2011), 119 
65Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, A’lam al-Muqi’in, (Bairut: Dar al-Kutub al ‘Ilmiyah, 1996), juz 2, 
104. 
 



































menuju kepada kerusakan.Contohnya yaitu sebuah pernikahan yang 
disengaja untuk ditalak tiga agar sang mantan suami pertama dapat 
menikahi lagi. 
c. Kemudian segala suatu yang tadinya diperbolehkan namun tidak secara 
sengaja menimbulkan suatu keburukan. Dan keburukan ini pada umumnya 
tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Bahkan bisa jadi keburukan lebih 
besar didapatnya daripada kebaikan. Contohnya memaki sesembahan 
orang-orang musyrik. 
d. Dan segala sesuatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan, tetapi 
terkadang malah menjadi suatu keburukan. Namun kebaikan lebih besar 
akibatnya daripada keburukan. Contohnya melihat perempuan yang 
sedang dilamar dan mengkritik pemimpin alim.  
Sedangkan jika dilihat dari segi aspek kesepakan ulama’, al-Qārafi dan 
Ash-Shāṭibī membagi menjadi tiga, yaitu66: 
a. Sesuatu yang asalnya tidak dilarang namun bisa jadi menjadi sarana 
perbuatan yang dilarang. Misalnya menanam anggur yang bisa jadi 
dijadikan minuman khamr. 
b. Sesuatu yang disepakati dilarang, misalnya memaki sesembahan agama 
lain yang diduga sesembahan tersebut akan membalas memaki Allah 
                                                          
66Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qarafi, Tanqih al-Fushul fi ‘Ilm al-Ushul, dalam kitab Digital al-
Marji’ al-Akbar li at-Turats al-Islami, (Syirkah al-Aris li Kumbiutar, tt). 309 
 



































seketika itu. Atau membuat sumur di tengah jalan yang dilewati banyak 
orang. 
c. Sesuatu yang masih samar antara diperbolehkan atau dilarang. Contohnya 








































KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANGATURAN MENGHADIRI 
UNDANGAN WALĪMAH PERNIKAHAN DI MASA PANDEMI COVID-19 
A. Sekilas tentang Covid-19 
Pada 30 Januari 2020 WHO telah menyatakan bahwa Dunia masuk dalam 
darurat kesehatan global karena virus Corona ini. Dimana Dunia dikagetkan dengan 
menyebarnya Covid-19 yang hampir tersebar di seluruh Dunia. Hal ini merupakan 
kejadian yang luar biasa terjadi pada abad ini, dengan sekala sama dengan perang 
Dunia II, kerana berbagai event di belahan Dunia hampir seluruhnya dibatalkan.  
Penyakit Coronavirus 2019 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh 
sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (SARS-CoV-2), penyebaran virus ini 
melalui percikan saluran nafas yang dikeluarkan pada saat batuk atau bersin.67 
Wuhan, ibukota provinsi Hubei China adalah tempat pertama kali munculnya virus 
ini tepatnya ditahun 2019, dan semenjak itu menyebar luas secara global, yang 
mengakibatkan terjadinya pandemi sampai sekarang ini. Gejala yang ditimbulkan 
dari virus ini secara umum adalah dengan, sesak napas, demam, dan batuk 
kering. Gejala lain juga termasuk pilek atau bersin-bersin, sakit tenggorokan, batuk 
                                                          
67Centers for Disease Control and Prevention, “How It Spreads”, dalam 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-
spreads.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-
ncov%2Fprepare%2Ftransmission.html, diakses pada 17 Maret 2020. 
 



































dahak, diare, dan sakit perut. Bahkan sebagian besar menyerang beberapa organ 
dan pneumonia.68 
Penyebaran virus ini melalui kontak dekat berupa tetesan pernapasan ketika 
orang bersin atau batuk. Virus ini biasanya tidak mengudara, namun mengendap di 
permukaan benda selama 72 jam, hingga orang-orang menyentuh permukaan yang 
terkontaminasi Covid-19 kemudian menyentuh wajah mereka dan masuk dalam 
tubuh. Virus ini gampang menular pada orang yang bergejala, walaupun mungkin 
tertularnya sebelum gejala muncul. waktu gejala itu muncul umumnya antara dua 
sampai empat belas hari, dan rata-rata hari kelimanya. 
Cara pencegahan dari tertularnya Covid-19 adalah dengan sering mencuci 
tangan, menjaga jarak fisik dari yang lain, khususnya bagi mereka yang memiliki 
gejala agar menutupi ketika bersin atau batuk dengan siku bagian dalam atau tisu, 
kemudian menjaga tangan agar menjauh dan tidak menyentuh wajah. Langkah 
selanjutnya dengan memakai masker sebagai cara efektif untuk mencurigai mereka 
apabila memiliki virus, atau dengan topeng kain berlapis yang berbahan tebal. 
B. Kebijakan Pemerintah 
Dalam perkembangannya penanganan kasus Covid-19 paling buruk adalah 
kasus di Negara Italia sebab berminggu-minggu belum ada tindakan sama sekali 
untuk menahan pandemi di Negara tersebut. Sehingga angka kematian yang 
                                                          
68World Health Organization, “Q&A on coronavirus (Covid-19)”, dalam 
https://web.archive.org/web/20200304115037/https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-
coronaviruses, di akses pada 4 Maret 2020. 
 



































diakibatkan oleh Covid-19 sangatlah tinggi.69 Dan kondisi tersebut juga diikuti oleh 
Negara-nagara barat lainnya seperti Inggris, Jerman, Prancis, Spanyol bahkan 
Amerika Serikat juga mengalami kondisi tersebut. 
Berbeda dengan beberapa Negara seperti Singapura, Hongkong, dan 
Taiwan yang lebih siapsiaga mengambil langkah lebih.70 Langkah tersebut seperti 
melakukan social distancing, memperbanyak jumlah rapit tes, melacak orang yang 
datang dari Wuhan China dengan cepat setelah ada pengumuman dari Negara China 
tentang kemunculan virus jenis pneumonia yang berasal dari Wuhan. Dan langkah 
kebijakan ini menjadi pembeda dengan Negara-negara barat lainnya, karena 
berminggu-minggu belum ada tindakan nyata terkait wabah ini. 
Disisi lain, seperti Negara Korea Selatan telah mengambil pembelajaran 
mengenai kebijakan Negara-negara tersebut. Seperti yang terlihat bahwa yang 
tadinya jumlah kasus yang terjadi di Korea Selatan sangat tinggi menjadi terkontrol 
secara signifikan.71 Dengan Komitmen pemerintahnya, Negara ini melakukan 
pelacakan dan pengujian secara ketat terhadap pasien Covid 19, dan akhirnya hasil 
membuktikan bahwa pandemi Covid-19 di Korea Selatan ini mereda. Hal ini 
merupakan perbandingan atas kebijakan atau sikap yang diambil oleh beberapa 
Negara dalam penanganan Covid-19. 
                                                          
69 Rossella Porcheddu et al, R., “Similarity in Case Fatality Rates (CFR) of Covid 19/ SARS-COV-
2 in Italy and China”, The Journal of Infection in DevelopingCountries, Vol. 14. No. 2 (29 Februari, 
2020), 125-128. 
70Vernon J. Lee et al. "Interrupting Transmission of Covid 19: Lesson from Containment effort in 
Singapire”, Journal of Travel Medicine, Vol. 27. No. 2 (Maret 2020). 1-5. 
71Eunha Shim et al, “Transmission Potential and Severity of Covid 19 in South Korea”, International 
Journal of Infectious Diseases. Vol 93. No.. (April 2020), 339-344. 
 



































Namun di Negara Indonesia sendiri pemerintahnya dianggap santai dalam 
menyikapi pandemi ini.72 Karena Presiden baru menandatangani Kepres Nomor 7 
Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam kurun 
waktu 11 hari pengumuman setelah adanya kasus pertama Covid-19 yaitu pada 
tanggal 2 Maret 2020. Kemudian pada 20 Maret 2020, Presiden menerbitkan 
Kepresnya Nomor 9 Tahun 2020 yang memberikan kewenangan kepada masing-
masing pemerintah daerah untuk mengarahkan dan mengevaluasi penanganan 
covid 19 ini. 
Berbeda dengan Negara lain, Indonesia malah membuka peluang terhadap 
orang luar untuk berkunjung ke Indonesia dengan alasan mengantisipasi adanya 
dampak dari covid-19 yang berpengaruh terhadap perekonomian Negara. Seperti 
dalam empat instruksi presiden sebelum ditemukan adanya kasus positif covid-19 
di Indonesia, Instruksi tersebut diantaranya dengan memperbanyak kegiatan 
konferensi dalam negeri, seperti MICE (Meeting, Incentive, Convention, 
Endexhibition). Kemudian mempromosi pariwisata kepada wisatawan yang batal 
mengunjungi China, Korea dan Jepang, untuk datang ke Indonesia. Karna hal 
tersebut Pemerintah Indonesia memiliki nalar ekonomi kuat untuk mewujudkan 
pembangunan pasar dalam negri atau dalam teori ekonimi yang disebut 
developmentalist.73 
                                                          
72Febby Febriyandi, “Penanganan Wabah Covid 19 dengan Pendekatan Budaya”, dalam 
https://kebudayaan.kemendikbud.go.id/bpnbkepri/penanganan-wabah-covid-19-dengan-
pendekatan-budaya/, diakses pada 2 April 2020. 
73Ibrahim Almuttaqi, “Kekacauan Respon terhadap Covid-19 di Indonesia”, dalam 
www.habibiecenter.or.id , pada 23 Maret 2020. 
 



































Namun setelah semakin banyaknya kasus positif covid-19, maka beberapa 
kebijakan pemerintah mulai diperbarui, yaitu: 
a. Mengadakan alat pelindung diri (APD) gratis bagi rumah sakit rujukan Covid-
19. 
b. Membeli alat tes Covid-19. 
c. Menghimbau masyarakat untuk tidak keluar daerah. 
d. Menghimbau masyarakat untuk melakukan social distancing, physical 
distancing, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, serta kampanye slogan 
“dirumah saja”. 
e. Membuat kebijakan meliburkan sekolah dan universitas, serta kebijakan 
bekerja dari rumah. 
f. Melakukan rapid tes covid 19, menyemprot desinfektan di tempat umum. 
g. Memeriksa kesehatan masyarakat yang melakukan perjalanan luar daerah 
bahkan melakukan isolasi. 
h. Mengambil berbagai kebijakan ekonomi untuk tetap mempertahankan daya 
beli masyarakat. 
i. Menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 
Dengan langkah tersebut agar masyarakat menjaga jarak selama 14 hari. 
Menjaga jarak fisik minimal dua meter ketika beinteraksi dengan orang lain serta 
menghindari adanya kerumunan atau bergerombol dalam keramaian guna 
 



































memutus mata rantai Covid 19.74 Berdasarkan pernyataan WHO tentang physical 
distancing terhadap Covid-19, bahwa cara tersebut harus diakui sebagai cara 
terbaik dalam menangani Covid-19. Cara tersebut untuk mengendalikan atau 
mencegah dari sumber infeksi, terutama bagi orang yang rentan agar terputus dari 
penularan. Karena penyebaran Covid-19 ini berasal dari manusia ke manusia, dan 
menularkan ketika kontak sangat dekat. 
Langkah konkrit yang dilakukan Pemerintah yaitu meliburkan sekolah dan 
universitas, serta para pekerja untuk menggantinya dengan belajar dan bekerja dari 
rumah, dan beribadah juga di rumah. Meskipun kegiatan tersebut tidak bisa 
diartikan sebagai sebuah kebebasan tanpa batas. Anjuran dari pemerintah tersebut 
dilakukan agar penyebaran virus ini terhenti dikarenakan covid-19 ini bersifat 
tetesan kecil atau lewat percikan dari batuk maupun bersin seperti flu maupun 
infeksi pernafasan.75 Sehingga kemudian pemerintah menganjurkan bsgi seluruh 
masyarakat untuk memakai masker terutama yang sakit. Dengan hal ini layanan 
kesehatan dapat terbantu dan jumlah kasus yang terkena positif Covid-19 tidak 
terlalu membanjiri layanan kesehatan. 
Namun kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah tersebut dinilai tidak 
berhasil. Pada kenyataanya, masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi 
anjuran atau himbauan pemerintah. Disamping itu, pemerintah ragu untuk 
                                                          
74Tim CNN Indonesia, “Mengenal Social Distancing sebagai caramencegah Corona, dalam 
https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200314102823-255-483358/mengenal-social-
distancing-sebagai-cara-mencegah-corona, pada 14 Maret 2020. 
75Centers for Disease Control and Prevention, “How It Spreads”, dalam 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-
spreads.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-
ncov%2Fprepare%2Ftransmission.html, diakses pada 17 Maret 2020 
 



































menerapkan kebijakan lockdown. Tidak lain kalau bukan karena alasan dengan 
diberlakukan lockdownakan memberi dampak buruk bagi perekonomian. Karena 
menunggu keraguran pemerintah tersebut ternyata malah membuat beberapa 
daerah melakukan local lockdown sendiri.76 
Indonesia adalah salah satu negara yang belum menerapkan karantina 
nasional. Salah satu sebab dari alasan itu karena Indonesia masih 
memperhintungkan masalah ketahanan ekonomian yang harus difikirkan secara 
matang. Cara pemerintah menyikapi situasi ini adalah dengan mengambil 
kebijakan yang dianggap mampu menstabilkan perekonomian. Sehingga kebijakan 
yang sesuai dengan rasionalitas Negara adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar 
(PSBB).77 Yang kemudian dibuat secara bersamaan dikeluarkannya KePres 
mengenai status darurat kesehatan. Dan aturan ini menjadi Peraturan Menteri 
Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar. 
Dan mulai pelaksanaannya diberlakukan pada tanggal 10 April di Jakarta, yang 
kemudian diikuti Kota lainnya. 
Selain itu pemerintah juga mencoba menjamin kebutuhan dan kesehatan 
masyarakat dengan menganggarkan dana sebesar Rp. 405,1 Triliun. Dana tersebut 
dialokasikan diberbagai bidang seperti dibidang kesehatan meliputi kebutuhan alat 
medis, insentif bagi tenaga medis, mempersiapkan rumah sakit rujukan, dan alat 
                                                          
76Heru Margianto, “Pembatasan Sosial Berskala Besar, Efektifitas Lawan Corona”, dalam 
https://nasional.kompas.com/read/2020/04/01/11054741/pembatasan-sosial-berskala-besar-
efektifkah-lawan-corona , pada 1 April 2020. 
77Kemenkeu RI, “Pembatasan Sosial Berskala Besar dipilih Presiden untuk Cegah Meluasnya 
Pandemi Covid-19”, dalam http://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pembatasan-sosial-
berskala-besar-dipilih-presiden-untuk-cegah-meluasnya-pandemi-covid-19/, pada 31 Maret 2020. 
 



































kesehatan lainnya. Kemudian bantuan kepada bidang UMKM dan dunia usaha. 
Pemerintah juga menganggarkan 25% kepada program keluarga harapan, 33% 
program kartu sembako, 20 Triliun untuk program kartu prakerja. Tidak hanya itu, 
24 juta pengguna listri 450 VA di gratiskan, dan memberi subsidi 50% kepada 7 
juta pengguna listrik 900 VA bersubsidi selama 3 bulan. Kemudiaan insentif Rp. 
175 ribu kepada setiap rumah bersusidi yang berpenghasilan rendah, dan 25 Triliun 
untuk kebutuhan pokok logistic lainnya.78 
Namun setelah itu, wabah Covid-19 ini tak kunjung selesai, bahkan makin 
luas penyebarannya dan tentunya masyarakat semakin resah akibat adanya 
pandemi Covid-19 ini, karena selain mengancam kesehatan juga mengancam 
keberlangsungan hidup manusia. Untuk itu, wabah ini sebagai momentum bagi 
pemerintah untuk perbaikan mendalam terkait aturan teknis yang sesuai dengan 
karakter bangsa. Karena harus diakui bahwa adanya wabah Covid-19 di Indonesia 
ini menjadi tantangan bagi Pemerintah untuk menunjukkan eksistensinya dalam 
menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai kebijakan pemerintah 
telah dikaji efektivitasnya dan ketaatan masyarakatnya. Sehingga kolaborasi 
keduanya menentukan tingkat keberhasilan Pemerintah dalam menangani masalah 
Covid-19 di Indonesia.  
Memang dari sisi pemerintah dalam hal penanganan Covid 19 ini terlihat 
lemah, mulai dari koordinasi sampai kerancuan komunikasi semakin membuat 
                                                          
78Kemensetneg RI, “Jaring Pengaman Sosial disiapkan Pemerintah utuk Atasi Dampak Covid-19”, 
dalam https://www.setneg.go.id/baca/index/jaring-pengaman-sosial-disiapkan-pemerintah-untuk-
atasi-dampak-covid-19, pada 19 April 2020. 
 



































kepercayaan publik semakin lemah. Mulai dari soal informasi yang tidak 
konsisten, seperti pemberlakuan lockdown di tingkat daerah yang pada 
kewenangannya, presiden mengatakan hal itu menjadi kewenangan pemerintah 
pusat. Kemudian informasi terkait bahaya desinfektan pada tubuh manusia yang 
semakin kabur, dan aturan mengenai mudik yang terbilang absurd karena hanya 
sebatasa himbauan saja.79 
Sedangkan disisi masyarakat, tingkahlaku setiap individu sangat 
mempengaruhi tingkat penyebaran covid 19. Dan solusi untuk mengendalikan 
penyebaran itu adalah dengan mengisolasi diri didalam rumah, berkomunikasi 
dengan pihak medis melalui jarak, terkecuali memiliki gejala yang parah, dan 
menjauhi aktivitas yang bersifat pertemuan massal. Namun pada kenyataannya 
masyarakat Indonesia menunjukkan semakin banyak yang terjangkit kasus Covid-
19 ini. Masyarakat malah memilih untuk tidak takut dengan berlibur, dan 
melakukan kegiatan secara berkerumun yang bertolak belakang dengan himbuan 
pemerintah.  
Sehingga pada kenyataannya kasus covid 19 di Indonesia semakin 
meningkat signifikan. Karena itu perlu pemerintah mengetahui bahwa didalam 
masyarakat terdiri atas tingkatan kelas yang berbeda-beda. Karena tidak semua 
masyarakat di tingkat kelasnya mampu mematuhi segala himbauan yang telah 
dipersiapkan pemerintah akibat berada di kelas bawah. Seperti mulai dari aspek 
sosial, ekonomi, serta psikologi yang membuat mereka mengalami kecemasan 
                                                          
79Yudhi Hertanto, “Inkonsistensi ditengah Pandemi”, dalam 
https://rmol.id/read/2020/04/05/428881/inkonsistensi-di-tengah-pandemi, pada 5 April 2020. 
 



































sosial pada kelas menengah kebawah akibat produktivitas menurun dan 
terganggunya mata pencahariannya. Dan hal inilah yang membuat guncangan 
ketahanan pada masyarakat dalam merespon himbauan pemerintah tentang adanya 
Covid-19 (Syaifudin, 2020).80 
Badan Pusat Statistik (BPS) mendata bahwa pekerja informal berjumlah 
74.093.224 dan yang pekerja formal 55.272.968 orang. Dari data tersebut jumlah 
pekerja informal ini lebih banyak dan lebih rentan dalam sosialnya, sebab tidak 
dipungkiri bahwa mereka dihadapkan pada pilihan untuk mempertahankan 
ketahanan ekonomi keluarga atau hanya mematuhi himbauan pemerintah. Contoh 
dalam hal ini, dalam mematuhi kebijakan physical distancing pemerintah untuk 
“dirumah aja” dengan nalar rasional mampu menyembuhkan penyebaran 
pandemic Covid-19. Namun nalar Pemerintah ini hanya mampu kepada influencer, 
artis dan kalangan menengah keatas. Secara mereka lebih mampu dan tidak begitu 
bergantung dengan mata pencaharian yang dilakukan oleh pekerja informal, 
maupun pekerja lepas harian.81 
Dana Riksa Buana juga melakukan peneliian terkait faktor yang 
mempengaruhi ketidakpatuhan masyarakat terhadap himbauan pemeritah. Hasil 
penelitian itu dapat disimpulkan bahwa masyarakat dalam menghadapi Wabah 
Covid-19 merasa lebih mengerti kondisinya sendiri dan mampu menjaga atas 
                                                          
80Syafiudin, “Covid-19 Kerentanan Sosial dan Gagalnya Physical Distancing”, dalam 
https://kolom.tempo.co/read/1326074/covid-19-kerentanan-sosial-dan-gagalnya-physical-
distancing, pada 31 Maret 2020. 
81Rio Sandi Pradana, “Dilema Physical Distancing, Driver Ojol Ingin Dapur Tetap Ngebul”, dalam 
https://ekonomi.bisnis.com/read/20200324/98/1217646/dilema-physical-distancing-driver-ojol-
ingin-dapur-tetap-ngebul, pada 24 Maret 2020. 
 



































dirinya sendiri. Hal tersebut disebabkan kurangnya pengeahuan terhadap 
pemahaman Covid-19 dan keterbatasan akses informasi mengenai Wabah Covid-
19. (Buana, 2020).82 
Namun pernyataan hasil penelitian tersebut tidak sepenuhnya benar, 
dikarenakan bukan soal keterbatasan informasi dan pemahaman mengenai wabah 
Covid-19, melainkan ketidakampuan masyarakat dikalangan menengah kebawah 
ini memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mengharuskan mereka untuk bekerja 
diluar rumah.83 Dari sini meunjukkan bahwa sedemokratis apapun kebijakan 
pemerintah akan tetap menuai bias atau pemahaman yang berbeda terhadap 
kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.84 
Meninjau dari berbagai pertimbangan dan respon masyarakat terkait sikap 
yang ditunjukan oleh berbagai kelas di masyarakat daerah. Pada 17 Mei 2020 
Pemerintah merumuskan sebuah aturan atau tatanan baru berupa kepmendagri No. 
440-830 tahun 2020 tentang pedoman tatanan normal baru produktif dan aman 
Covid-19. Dimana pada rumusan ini pemetaan dan aturannya lebih rinci karena 
pada kenyataannya pandemi ini telah mengubah cara hidup manusia yang mulanya 
tidak lumrah dilakukan menjadi sesuatu yang wajar bahkan harus dilakukan. 
                                                          
82D.R.Buana, “Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona-
19 dan Kiat Menjaga Kesehatan Jiwa”, Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i, Vol. 7. No.3 (2020), 217-
226. 
83Tim CNN Indonesia, “Pengamat UI: PSBB Pro Kelas Menengah Bukan Kelas Bawah”, dalam 
https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200415134859-20-493799/pengamat-ui-psbb-pro-kelas-
menengah-bukan-kelas-bawah, pada 15 April 2020. 
84Rian Nugroho, “Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi”, (Jakarta: Elex Media 
Komputindo, 2003), hal 38. 
 



































Karena mau tidak mau pada akhirnya harus hidup berdampingan dengan covid-19, 
sebagai upaya untuk kembali beraktifitas hidup produktif dan aman dari Covid-19. 
Adapun beberapa point dalam aturan tatanan baru yang harus terpenuhi bagi 
ASN dilingkungan Kementrian dalam Negri dan pemerintah daerah ini meliputi 6 
syarat, yaitu: 
a. Penularan virus di wiliyah atau daerah telah bisa dikendalikan. 
b. Kapasitas system kesehatan yang sudah ada, dari fasilitas rumah sakit mampu 
melakukan identifikasi, isolasi, pengujian, pelacakan komtak, hingga, 
melakukan karantina. 
c. Mampu menekan resiko wabah Covid-19 pada wilayahnya dengan kerentanan 
yang tinggi. 
d. Penerapan protocol kesehatan di tempat kerja, mulai dari jaga jarak, fasilitas 
cuci tangan, dan pakai masker 
e. Mampu mengendalikan resiko kasus dari pembawa virus yang masuk kesuatu 
wilayah. 
f. Memberikan kesempatan untuk memberi masukan, berpendapat, dan 
dilibatkan dalam proses masa menuju masyarakat produktif dan aman Covid-
19. 
Dalam kepmendagri No. 440-830 tahun 2020 tentang pedoman tatanan 
normal baru produktif dan aman Covid-19 ini difokuskan pada peningkatan 
penanggulangan pesebaran infeksi Covid-19 dan pemetaan kondisi di setiap 
 



































daerah untuk mendisiplinkan penggunaan aturan protokol kesehatan. Dengan 
pemetaan disetiap daerah tersebut, sehingga mampu dikategorikan sebagai zona 
aman dan tetap produktif dalam menjaga perekonomian daerah.  
Pada Bab II pedoman tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 di 
poin pertama dijelaskan bagaimana cara memetakan berdasarkan kasus yang 
terdapat pada setiap daerah, sehingga dapat dibagi menjadi tiga klaster, yaitu: 
a. Zona Hijau dengan kondisi daerah yang epidemologisnya menurun 
b. Zona Kuning dengan kondisi daerah yang epidemologisnya mendatar atau 
sedang  
c. Zona Merah dengan kondisi daerah yang epidemologisnya meningkat atau 
tinggi 
Kemudian di poin kedua dijelaskan bagaimana memetakan kemampuan 
daerah dalam penanganan kesehatan masyarakat terinfeksi Covid-19. Dilihat 
berdasarkan kemampuan daerah dengan terpenuhinya indikator empat, yaitu; 
ketersediaannya pelindung pada komunitas di masyarakat, ketersediaan pelindung 
bagi petugas medis, adanya sarana dan peralatan medis lainnya, dan perlengkapan 
paska wafat. Dengan berdasarkan terpenuhinya indicator tersebut kemampuan 
daerah dapat dikategorikan menjadi tiga tingkatan respon yaitu 
a. Daerah dengan respon yang tinggi 
b. Daerah dengan respon yang sedang  
c. Daerah dengan respon yang rendah 
 



































Dan di poin ke tiga adalah pemetaan terhadap daerah dengan tingkat 
kemampuan penelusuran secara dekat dengan masyarakat terhadap orang ODP, 
PDP, dan orang yang dimakamkan dengan protokol Covid-19. Dilihat dari 
kemampuan daerah menelusuri riwayat kontak dekat orang yang terinfeksi Covid-
19. Yaitu berdasarkan indicator 4, diantaranya; identifiikasi orang-orang yang 
memiliki kontak dekat dengan orang yang terindikasi Covid-19, informasi data 
orang yang terinfeksi, pengujian test terhadap orang yang mempunyai kontak 
dekat dengan orang yang terinfeksi Covid-19, dan penerapan monitoring physical 
distancing. Dari indicator tersebut pemerintah daerah dipetakan menjadi tiga 
kriteria dengan respon tinggi, sedang, dan rendah. 
Dari ketiga point penjelasan pemetaan daerah tersebut, maka untuk 
mewujudkan masyarakat produktif dan aman terhadap Covid-19 dilakukan pada 
daerah berdasarkan kondisi epidemologisnya di tingkat zona aman yaitu zona 
hijau, dengan kemampuan daerah masing-masing yang mempunyai tingkat respon 
sedang. Oleh sebab itu pemerintah daerah disetiap 14 hari sekali harus melakukan 
evaluasi epidemologisnya agar dapat menerapkan masyarakat produktif dan aman 
Covid-19.  
Selain itu pada Bab III pemerintah daerah juga harus mempersiapkan 
daerahnya untuk pelayanan masyarakat produktif dan aman Covid-19. Pelayanan 
tersebut meliputi 6 point, yaitu: 
Pertama, kesiapan kapasitas layanan kesehatan yaitu ketersediaan fasilitas 
pelayanan yang cukup seperti menyediakan tempat isolasi bagi OTG, ODP, PDP 
 



































dan kasus positif Covid-19, ICU, APD, dan obat yang cukup. Kemudian adanya 
fasilitas pemeriksaa tes virus mulai dari rapit tes dengan alat yang cukup, tes PCR 
dengan stok kit (swab, VTM, reagen), dan SDM petugas yang cukup. 
Kedua, kesiapan pemerintah dalam hal memudahkan pelayanan bagi 
masyarakat dengan cara daring atau online atau bahkan pelayanan keliling kepada 
masyarakat dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Jadi pemerintah 
daerah menyediakan pelayanan kepada masyarakat dengan cara daring atau online, 
sehingga masyarakat tidak harus keluar dari wilayah desa atau kelurahannya. 
Ketiga, kesiapan pengelolaan sosial politik dan komunikasi public 
pemerintah daerah yaitu seluruh kegiatan daerah yang berbasis sosial politik dari 
instansi manapun harus bekerjasama dengan Tim Gugus Tugas Percepatan 
Penanganan Covid-19 dari pemerintah pusat, dalam rangka mensingkronkan 
upaya mencegah dan menanggulangi Covid-19. Dan komunikasi public 
pemerintah daerah harus mengoptimalkan peran para stakeholder dan satuan gugus 
tugas di wilayah desa atau kelurahan melalui koordinasi yang erat dan saling 
berkolaborasi. 
Kempat, kesiapann pembangunan jejaring masyarakat berbasis 
desa/kelurahan yaitu dalam rangka mendorong masyarakat untuk tetap aman dan 
produktif. Pemerintah desa yang langsung bersentuhan dengan masyarakat harus 
mengambil langkah di tingkat RW dengan; membentuk satgas siaga Covid-19 
tingkat RW, Sosialisasi hidup bersih dan sehat, sterilisasi fasilitas umum dan 
fasilitas sosial, mengaktifkan sisitem keamanan warga, membuat system informasi 
 



































kesehatan warga, mengaktifkan lumbung pangan warga, dan mengaktifkan 
relawan lingkungan atau partisipasi sosial. 
Kelima, kesiapan dunia usaha dalam rencana relaksasi PSBB yaitu kerja 
samanya pemerintah bersama dengan pemerintah daerah untuk; mendorong usaha 
yang awalnya offline menjadi online, mendorong usaha mikro untuk dapat 
mengakses sumber bahan baku lokal dengan harga terjangkau, mendorong gerakan 
membeli produk nasional, penyerapan produk UMKM, BUMN, BUMD. Swasta, 
ASN maupun donator.Dukungan terhadap para pelaku sector pariwisata dan 
ekonomi kreatif dengan penerapan protokol kesehatan, pemberdayaan dan 
dukungan UMKM yang berbasis IT dan e-commerce. Peluang bisnis bagi jasa 
pengantar barang.  
Keenam, protokol kegiatan di tempat umum yaitu menerapkan protokol-
protokol kesehatan seperti penggunaan masker atau sarung tangan, cek suhu tubuh, 
cuci tanagan atau memakai handsenitaizer, menjaga jarak fisik atau menghindari 
kerumunan, daan membersihkan atau disinfeksi secara optimal. Protokol kegiatan 
si tempat umum tersebat berlaku secara ketat untuk menghindari resiko 
penyebaran dan penularan Covid-19, tempat tempat tersebut diantaranya: 
a. Protokol layanan kesehatan 
b. Protokol kegiatan diluar rumah  
c. Protokol pada tempat kerja 
d. Protokol layanan pendiidikan dan sekolah 
 



































e. Protokol perjalanan dinas atau bisnis 
f. Protokol penyelenggaraan acara (pernikahan, ibadah, konser, dan acara olah 
raga) 
g. Protokol pusat keramaian (pasar, mal, pertokoan) 
h. Protokol transportasi publik 
Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga harus mensingkronkan setiap 
kebijakannya terhadap pemerintah pusat terkait tatanan kenormalan baru yang 
telah diatur tata cara dan teknisnya dalam tujuan dan ruang lingkup pedoman 
tatanan kepmendagri No. 440-830 tahun 2020 tentang pedoman tatanan normal 
baru produktif dan aman Covid-19 ini. Tidak lain kalau bukan dalam kaitannya 
aturan kenormalan baru ini dalam rangka mencoba menciptakan rasa kebahagiaan 
untuk memperkuat sistem imun yang kuat, terutama kesehatan mental yang harus 
dijaga.85 Sehingga masyarakat yang selalu berfikir positif adalah masyarakat yang 
justru akan menciptakan rasa saling peduli satu dengan yang lain.86 
C. Menghadiri Walīmah Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19 
Di era kenormalan baru, beberapa keadaan pada kegiatan-kegiatan industri 
dan aktivitas sehari-hari masyarakat mulai beranjak aktif kembali dengan tetap 
menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan untuk memastikan bahwa 
                                                          
85Christel M van Leeuwen, “Relationship between activities, participation, personal factors, mental 
health, and life satisfaction in persons with spinal cord injury”, Archives of Physical Medicine and 
Rehabilitation, (1 Januari 2012), 82-89. 
86Laurence G Calhoun et al, “Possitive Outcomes following bereavement: Path to Posttraumatic 
Growth”, Psychologica Belgica, (1 September 2010), 125-143. 
 



































disekeliling kita tetap aman dan nyaman. Seperti yang telah ditetapkan pada aturan 
new normal bahwa setiap kegiatan baik di dalam atau diluar ruangan setiap orang 
tetap harus mematuhi protocol kesehatan. 
Salah satu kegiatan yang mulai aktif kembali adalah para pengusaha industry 
pernikahan atau industry vendor resepsi pernikahan. Berawal dari PSBB yang 
membuat penyebaran Covid-19 sampai ke daerah-daerah plosok, sehingga aktifitas 
industry pernikahan berhenti dan hanya sebatas akad nikah saja tanpa 
melaksanakan walīmah pernikahan. Namun pada pelonggaran PSBB terdapat 
aturan protokol kesehatan diacara pernikahan, ibadah, konser, dan acara olahraga. 
Yang telah diatur di Bab III No. 6 huruf F kepmendagri No. 440-830 tahun 2020 
pedoman tatanan normal baru. Dimana dalam aturan kepmendagri terkait protokol 
penyelenggaraan acara (pernikahan, ibadah, konser, acara olah raga) tersebut 
terdapat 6 poin aturan yaitu: 
1. Protokol kesehatan pada mobilisai irang diruang public harus tetap diatur dengan 
ketat dan tunduk pada pedoman dengan penerbitan izin normal baru oleh unit 
pemerintah daerah. 
2. Pertemua dengan pengumpulan orang harus mematuhi protokol keselamatan 
universal dan wajib terkait pencegahan penularan Covid-19 
3. Pertemuan yang dadakam secara pribadi dengan dikelola sendiri, namun dengan 
tidak menggunakan protokol kesehatan, tetap akan dibubarkan oleh pemerintah 
daerah institusi. 
 



































4. Tetap menerapkan pemeriksaan suhu tubuh wajib disemua area tertutup, semi 
tertutup, bahkan jika termasuk area terbuka dilokasi yang memunkinkan dua 
atau lebih orang akan berkumpul. 
5. Melakukan kegiatan protokol kesehatan di lingkungan kerja untuk mencegah 
penyebaran Covid-19. 
a. Batasi jumlah orang yang masuk, gunakan solatip area untuk meningkatkan 
jarak aman, khususnya di antrian makan. 
b. Hindari kontak fisik seperti bersalaman, berpelukan, dsb. 
c. Menghindari menggunakan uang konvensional. 
d. Gunakan masker di karpet atau bahan lantai lainnya, untuk membuat batas 
visual disekitar meja, perisai plexiglass diantara meja yang saling 
berhadapan dan tenda-tenda yang mengarahkan lalu lintas berjalan dalam 
satu arah agar tidak ada penumpukan dan pertemuan. 
e. Adanya sarana cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan 
berbasis alcohol diberbagai lokasi strategis di tempat acara. 
f. Gunakan tempat dan alat sekali pakai. 
6. Acara-acara olahraga dan konser music diharapkan memprioritaskan dilakukan 
tanpa penonton. Acara akan disiarkan langsung ke pemirsa dirumah mereka, 
sehingga mereka dapat menonton di TV, tablet, atau perangkat seluler mereka. 
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pernikahan Indonesia (APPI) Andi Oyong, 
telah melakukan audiensi dengan pemerintah Kota. Pihaknya dalam menggelar 
 



































pesta pernikahan dengan menerapkan protocol kesehatan. Sehingga menciptakan 
keamanan kepada tamu yang datang, misalnya; acara yang biasanya berdurasi 2 
jam menjadi 4 jam dengan system persesi berdasarkan jumlah, kemudian untuk 
tamu undangan wajib hadir dengan menggunakan masker, kecuali saat makan. 
Demikian juga pada saat masuk pintu tempat resepsi untuk melewati detector dan 
cek suhu tubuh terlebih dahulu. Dan apabila tamu tidak berhasil melewati 
pengecekan tersebut, makan akan diarahkan ke pintu keluar yang sudah disediakan 
bilik kesehatan dari tenaga medis, dan ambulan. Namun ketika berhasil melewati 
pengecekan, maka akan diarahkan untuk mencuci tangan dan masuk ruangan 
acara.  
Selain itu, dekorasi tempat juga dirancang berdasarkan system bergantian, 
agar tidak menimbulkan kerumunan. Bahan material dekorasi juga menghindari 
adanya bahan kain dan bunga palsu yang dinilai membawa virus dengan mengganti 
fresh flower, karena tidak menjadi carrier tetap untuk virus dan untuk membantu 
para teman petani bunga di sektor hilir. Kemudia jumlah kursi juga disesuaikan 
dengan tamu yang datang dan diharuskan untuk duduk, karena akan ada pelayan 
yang mengambilkan makanan sendiri.87 
Pada Selasa 7 Juli 2020 di Jakarta Pusat, Ketua Umum Himpunan Perusahaan 
Penata Acara Pernikahan (HASTANA) Gandi Priapratama mengatakan “kami 
mewakili bidang masing-masing, membuat rumusan protocol acara pernikahan di 
                                                          
87Info kua, “Resepsi Pernikahan Ketika Wabah Corona Saat New Normal, Bolehkah?” dalam 
https://infokua.com/resepsi-pernikahan-ketika-wabah-corona-saat-new-normal/, di akses pada 1 
Juni 2020. 
 



































era new normal nanti setelah pemerintah membuka izinnya. Kami buat protocol 
ini, dikaji oleh anggota seseuai bidang masing-masing”. Simulasi pernikahan ini 
juga melibatkan seluruh elemen seperti Gabungan Perkumpulan Penyelenggara 
Pernikahan Indonesia (GPPPI) seperti Ikatan Pengusaha Jasa Musik Pernikahan 
Indonesia (HIPAMI), Himpunan Pembawa Acara Pernikahan Indonesia (HIPAPI), 
Himpunan Ahli Tata Rias Pengantin Indonesia (HARPI MELATI), Himpunan 
Pengusaha Dekorasi Indonesai (HIPDI), Asosiasi Pengusaha Jasa Dekorasi 
Indonesia (ASPEDI), Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PPJI) dan 
HASTANA Indonesia sendiri. 
Dan hasil simulasi itu adalah bahawa pengisisan 50% untuk kapsitas 
ruangan, dengan cara masuk seperti; cuci tangan, cek suhu tubuh, mengisi daftar 
hadir dengan dua opsi manual dan digital, setelah itu menggunakan hand sanitizer 
tanpa sentuh semisal dengan sensor menyodorkan tangan. Kemudian pemberian 
angpau dengan dua opsi manual dan digital, dan menuju ruangannya dengan antri 
jaga jarak memberi salam hormat atau Namaste, terutama di panggung mempelai 
dengan design berundak agar tetap berjarak dalam bersalaman. Setelah itu tamu 
akan di ambilkan makanan oleh petugas catering yang memakai face shield beserta 
masker dan sarung tangan tentunya.   
Selanjutnya tamu diarah untuk duduk berjarak atau kalaupun berdiri tetap 
jaga jarak, tidak menyentuh property dekor, dan diharapkan tidak menyumbang 
lagu, karena demi mengoptimalkan waktu berada di dalam ruangan, yang ingin 
 



































fotopun secara physical distancing. Lalu tamu dirahkan dipintu keluar dengan 
mengambil souvenir yang sudah disterilkan.88 
Dalam surat edaran peraturan mentri agama Nomor SE 15 Tahun 2020 
tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah, 
mengatarur beberapa hal diantaranya: 
a. Layanan pencatatan nikah di KUA Kecamatan dilaksanakan pada setiap jam 
kerja sesuai dengan system jadwal yang telah ditetapkan. 
b. Pendaftaran nikah dapat dilakukan melalui online webside 
simkah.kemenag.go.id, telpon, atau email. 
c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b atau terkait proses 
pendaftaran nikah, pemeriksaan dan pelaksanaan nikah dilakukan dengan tetap 
memperhatikan protocol kesehatan, sebisa mungkin menghindari kontak fisik 
dengan petugas KUA Kecamatan. 
d. Pelaksanaan akad nikah bisa dilakukan di KUA atau diluar KUA. 
e. Peserta prosesi akad nikah yang dilakukan di KUA atau dirumah ibadah diikuti 
sabanyak-banyaknya sepuluh orang. 
                                                          
88Putu Elmira, “Tata Cara Gelar Resepsi Pernikahan dengan Protokol Kesehatan di Era New 
Normal”, dalam https://m.liputan6.com/lifestyle/read/4298819/tata-cara-gelar-resepsi-







































f. Peserta prosesi akad nikah yang dilakukan di Masjid atau gedung pertemuan 
diikuti sebanyak 20% dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 
orang. 
g. KUA Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, 
pihak calon pengantin, waktu dan tempat pelaksanaan akad nikah dan juga 
protocol kesehatan agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. 
h. Terkait pelaksanaan diluar KUA, kepala KUA Kecamatan bisa berkordinasi 
dan bekerja sama dengan pihak terkait dan atau aparat keamanan terkait 
pengendalian protocol kesehatan. 
i. Pada poin e dan f apabila tidak dapat terpenuhi, maka penghulu wajib menolak 
layanan nikah disertai alasan tertulis dan diketahui aparat keamanan sesuai fom 
terlampir. 
j. Kepala KUA Kecamatamn mengkoordinasikan terkait rencana penerapan 
tatanan normal baru pelayanan nikah kepada ketua gugus tugas kecamatan. 
k. Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten atau Kota melakukan 
pemantauan dan pengendalian pelaksanaan tatanan normal baru pelayanan 
nikah diwilayahnya masing-masing. 
Pada Rabu tanggal 27 Juni 2020, Kepmendagri atau mentri dalam negri Tito 
Karnavian menjelaskan bahwa pemerintah daerah dapat membubarkan kegiatan 
walimah pernikahan apabila tidak mematuhi protokol kesehatan.. Dan kewenangan 
tersebut berdasarkan aturan yang tertuang pada kepmendagri No. 440-830 tahun 
 



































2020 yaitu mencakup acara pernikahan, ibadah, konser serta acara olahraga dengan 
tetap memperhatikan protokol kesehatan.89 
Dengan adanya prosedur yang ketat, acara seperti walīmah pernikahan yang 
dapat mengumpulnya orang banyak, agar tidak boleh diakukan melebihi kapasitas 
protocol kesehatan. Jadi pada era new normal ini kegiatan yang melibatkan banyak 
orang itu tetap dilarang dan penyelenggaraannya tetap harus mendapatkan izin dari 
pemerintah daerah. 
Selain itu acara yang dibuat juga sesuai dengan pencegahan covid-19. 
Pencegahan tersebut seperti90 : 
a. Membatasi jumlah tamu dengan hanya 20% dari kapasitas ruangan 
b. Wajib cek suhu bagi tamu dan semua orang yang telibat dalam acara  
c. Menyediakan tempat pencuci tangan atau hand sanitizer 
d. Panitia atau kru, penghulu, dan perias wajib pakai masker serta face shield, 
dan, sarung tangan. 
e. Tidak ada salam-salaman atau dengan Salam Namaste yaitu mengatupkan 
kedua tangan didepan dada. 
f. Tamu bisa hadir secara virtual melalui layar LED, LAPTOP dan sebagainya. 
                                                          
89CNN Indonesia, “Abaikan Protokol, Pernikahan saat New Normal Bisa DIbubarkan” dalam 
https://m.cnnindonesia.com/nasional20200529172948-20-508057/abaikan-protokol-pernikahan-
saat-new-normal-bisa-dibubarkan, diakses pada Jum’at 29 Juni 2020. 
90Andhina Effendi, “8 Aturan Ketat Saat Gelar Resepsi Pernikahan Di Era New Normal” dalam 
https://www.popbela.comrelationship/married/andhina-effendiaturan-saat-gelar-resepsi-
pernikahan-era-new-normal/8, di akses pada 11 Juni 2020. 
 



































g. Atau melakukan rapit test sebelum memulai acara. 
Jadi pada dasarnya melaksanakan kegiatan yang bersifat berkerumun atau 
melakukan kontak fisik seperti menghadiri acara walīmah pernikahan tetap dilarang 
tegas oleh pemerintah berdasarkan apa yang dikatakan oleh Kepmendagri atau 
mentri dalam negri Tito Karnavian. Namun untuk melaksanakan hal tersebut tetap 
harus berdasarkan izin pemerintah dengan syarat dalam acara tersebut harus 
memakai atauran protocol kesehatan dan dipantau oleh kementrian agama terkait. 
Dan pada daerah tersebut sudah memberlakukan kenormala baru sesuai dengan apa 
yang ada dalam syarat yang tertuang dalam kepmendagri No. 440-830 tahun 2020. 
  
 




































ANALISIS SADDU ADH-DHARĪ’AH TERHADAP KEBIJAKAN 
PEMERINTAH TENTANG ATURAN MENGHADIRI UNDANGAN 
WALĪMAH PERNIKAHAN DI MASA PANDEMI COVID-19 
A. Analisis Saddu Adh-Dharī’ahTerhadap Bahaya Covid-19  
Sebagaimana yang telah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa di setiap 
Negara sedang mengalami krisis kesehatan dengan hadirinya virus Covid-19 yang 
sampai sekarang masih tetap ada. Virus ini bermula dari kota Wuhan China, dimana 
dalam kaitan penyebarannya bermula dari manusia ke manusia lewat kontak fisik 
yang masuk kedalam tubuh manusia hingga menyebar diberbagai daerah hingga 
diberbagai Negara, karena penyebarannya sangat cepat sehingga Dunia masuk 
dalam kondisi darurat virus Covid-19 atau dalam masa pandemi Covid-19. 
Virus Covid-19 dalam penjelasan WHO memiliki ciri menular melalui 
percikan saluran nafas yang dikeluarkan dari mulut atau hidung pada saat batuk 
atau bersin dengan jarak dekat satu sampai dua meter. Gejala yang dialami bagi 
penderita virus ini pada umumnya dengan gejala demam, batuk kering, dan nafas 
sesak. Atau dengan gejal lain seperti sakit perut, diare, pilek, sakit tenggorokan, 
batuk dahak. Bahkan sebagian besar menyerang beberapa organ dan pneumonia. 
Tidak hanya itu akibat yang diderita bagi yang positif virus Covid-19 ini 
bisa sampai kepada tingkat kematian. Sudah banyak kasus yang terdiagnosa akibat 
kasus virus ini, berdasarkan dari segi kesehatan fisik maupun mental, virus ini lebih 
mudah menular pada manusia dengan tingkat umur dewasa atau diusia tua dari pada 
 



































diusia anak-anak ataupun balita. Oleh karena itu kasus yang paling banyak 
terserang Covid-19 adalah pada usia dewasa ke usia tua, terutama bagi yang sudah 
memilik gejala penyekit sebelumnya akan mudah terserang virus ini meskipun 
penyebaran mungkin terjadi sebelum gejala yang lain muncul. Penyebarannya juga 
terjadi melalui permukaan benda yang terkontaminasi dengan waktu bertahan 
dipermukaan selama 72 jam dan jarak waktu timbul gejala pada umunnya antara 
dua sampai empat minggu. 
Adapun cara untuk menghindari dan mencegah dari virus Covid-19 ini 
dengan menerapkan hidup bersih seperti cuci tangan, menjaga jarak fisik terutama 
bagi yang sudah memiliki gejal gejala. Bagi yang memiliki gejala untuk menutupi 
mulut atau hidungnya ketika bersin atau batuk dengan siku dalam atau dengan 
bahan tisu, dan mencegah wajah agar terhindar dari setuhan tangan atau yang 
lainnya. Kemudian memakai masker sesuai kriteria kesehatan dan cek suhu sebagai 
sarana mencegah kepada mereka yang terindikasi memiliki virus Covid-19.  
 Dengan melihat kejadian yang dialami oleh Dunia sekarang yang 
disebabkan adanya kemafsadatan atau kerusakan terkait adanya Covid-19, maka 
dalam dasar hukum Saddu Adh-Dharī’ah hal seperti ini tertutama yang mengancam 
kepada keselamatan atau gangguan pada manusia untuk menutup segala aktifitas 
yang tadinya diperbolehkan untuk tidak dilakukan karena mengarah kepada 
kemafsadatan atau kerusakan.  
Sehingga dalam hal ini seseuatu yang tadinya diperbolehkan untuk 
berkumpul atau bertemu langsung secara (muwajahah) agar menjaga jarak fisik dan 
 



































menghidari adanya perkumpulan. Karena dikhawatirkan akan tertularnya virus 
melalui percikan mulut ataupun hidung atau benda yang terkontaminasi adanya 
virus Covid-19, maka dari itu sesuai dengan ad-dzari’ahnya menurut Ibnu Qoyim 
al-Jauziyyah dari salah satu macam ad-dzari’ah yaitu “segala suatu yang tadinya 
diperbolehkan namun tidak secara sengaja menimbulkan suatu keburukan”. Dan 
keburukan tersebut akan terjadi walaupun tidak secara sengaja. Bahkan bisa jadi 
mendapatkan mudharat lebih dominan daripada kemaslahatannya. 
Jadi, penulis memahami bahwa dalam kaidah ushul Saddu Adh-Dharī’ah   
menjelaskan bahwa Islam membangun dengan dasar mencari maslahat dan 
menjauhkan mudharat. Dan untuk tetap mendapatkan maslahah dan terhindar dari 
mudharat berdasarkan perantara waṣilah atau pertemuan yang ditakutkan akan 
tertularnya virus Covid-19, maka untuk sementara dihindari hal-hal yang membuat 
tertularnya virus Covid-19. 
B. Analisis Saddu Adh-Dharī’ah  Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang 
Aturan Menghadiri Undangan Walīmah Pernikahan di Masa Pandemi 
Covid-19 
Aturan menghadiri walīmah pernikahan sebenarnya tidak dijelaskan secara 
jelas ayat maupun redaksinya, namun secara implisit aturan tersebut terdapat dalam 
keseluruhan aturan dalam kegiatan yang terindikasi adanya perkumpulan atau 
pertemuan antara dua orang atau lebih dengan tidak memperhatikan protokol 
kesehatan, sehingga dalam hal ini penulis memakai istilah aturan berkumpul. 
Aturan berkumpul ini setidaknya diatur dalam beberapa kebijakan pemerintah, 
 



































Namun terkait menghadiri walīmah pernikahan ini telah diatur dalam kebijakan 
new normal, meskipun tidak menjamin akan terhidar dari adanya Covid-19. 
Kebijakan tersebut diantaranya: 
1. Kebijakan physical distancing atau menjaga jarak fisik dengan diikuti belajar 
dan bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah.  
2. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 
3. Kepmendagri No. 440-830 tahun 2020 tentang pedoman tatanan normal baru 
produktif dan aman Covid-19. 
Kebijakan tersebut yang memuat aturan aturan berkumpul merupakan 
bentuk ikhtiar pemerintah yang patut diapresiasi dan dipatuhi sebagai wujud usaha 
pemerintah dalam melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat dalam hal 
kesehatan dan kebutuhan ekonomi Negara. Dan ini merupakan hal yang sangat 
penting karena tanpa adanya aturan aturan berkumpul tersebut akan membuat 
keadaan bertambah buruk. 
Tanpa adanya protokol kesehatan seperti pemakaian masker dan jaga jarak 
fisik, akan menambah kasus positif terhadap orang yang rentan terhadap penyakit 
yang didapatkannya dari luar dirinya. Tidak hanya itu, jika aturan aturan berkumpul 
ini tidak dilakukan bersamaan dengan usaha saling menjaga dan saling 
mengingatkan satu sama lain, maka akan berdampak pada ketertiban dan 
kesejahteraan masyarakat, sehingga kesadaran untuk bekerjasama antara seluruh 
elemen masyarakat adalah sebuah bentuk keberhasilan dalam mewujudkan tatanan 
hidup baru yang aman dan tetap produktif. 
 



































Terkait aturan berkumpul berdasarkan pada Bab II pedoman Kepmendagri 
No. 440-830 tahun 2020 merupakan aturan bagi pemerintah daerah jika memiliki 
tiga kategori, yaitu: 
1. Zona merah dengan kondisi epidemologis di daerah tersebut meningkat tinggi 
atau kasus positif Covid-19 yang diperoleh disuatu daerah tersebut semakin 
banyak. dan atau  
2. Kemapuan pemerintah daerah yang rendah responnya terhadap indicator 
terkait penanganan Covid-19, dan atau  
3. Rendahnya respon pemerintah terhadap pemetaan daerah wilayahnya dengan 
penulusuran adanya ODP, PDP, atau Positif Covid-19.  
Dengan indikator-indikator tersebut, pemerintah daerah yang masih dalam 
kategori zona merah dengan respon rendah atau masih ada dari salah satu indicator 
tersebut, maka pemerintah daerah tersebut dilarang memberlakukan tatanan 
normal baru dan produktif, karena belum aman terhadap Covid-19. Sehingga 
dalam pedoman aturan normal baru tersebut tidak dapat diterapkan di daerah 
dengan wilayah yang belum memenuhi indikatoor-inikator yang terdapat dalam 
Bab II yakni pedoman tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19. 
Untuk dapat memberlakukan kebijakan masyarakat produktif dan aman 
Covid-19, perlu adanya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah daerah 
untuk mewujudkan daerah dengan kriteria kondisi epidemoligisnya ditingkat zona 
aman yaitu zona hijau dengan kemampuan pemerintah daerah minimal masing-
masing indicator respon sedang. 
 



































Begitu juga dengan menghadiri resepsi atau walīmah pernikahan di masa 
pandemi Covid-19 ini, dimana dalam kegiatan acara walīmah tersebut mengundang 
banyak orang dengan indikasi adanya kerumunan. Kegiatan seperti ini tentunya 
dilarang oleh pemerintah karena bertolak belakang dengan apa yang dihimbaukan 
oleh pemerintah. Oleh karena itu, dengan hadirnya pedoman tatanan normal baru 
produktif dan aman Covid-19. Menghadiri walīmah pernikahan dapat dilaksanakan 
dengan syarat daerah atau wilayah tersebut sudah memenuhi tiga indikator yang 
tedapat dalam Bab II pedoman tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19.  
Namun dalam mewujudkan acara kegiatan walīmah pernikahan yang 
dihadiri secara aman dan kondusfit tidak hanya dengan kondisi epidemologisnya 
aman atau zona hijau saja, tentunya dengan desain yang sesuai dengan protokol 
kesehatan. Sesuai dengan apa yang disimulasikan oleh; Perkumpulan 
Penyelenggara Pernikahan Indonesia (GPPPI) seperti Ikatan Pengusaha Jasa Musik 
Pernikahan Indonesia (HIPAMI), Himpunan Pembawa Acara Pernikahan Indonesia 
(HIPAPI), Himpunan Ahli Tata Rias Pengantin Indonesia (HARPI MELATI), 
Himpunan Pengusaha Dekorasi Indonesai (HIPDI), Asosiasi Pengusaha Jasa 
Dekorasi Indonesia (ASPEDI), Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia 
(PPJI), HASTANA Indonesia, dan Asosiasi Pengusaha Pernikahan Indonesia 
(APPI). Bahwa dengan audiensi pemerintah kota pihaknya menggelar pesta 
 



































pernikahan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, dengan design 
diantaranya91: 
1. Durasinya menjadi 4 jam dengan membentuk persesi pembatasan jumlah tamu. 
2. Kemudian untuk tamu undangan wajib hadir dengan menggunakan masker, 
kecuali saat makan. 
3. Melewati detector dan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk  
4. Apabila tamu dalam pengecekan tidak berhasil maka diaarahkan ke pintu 
keluar yang sudah disediakan bilik kesehatan dari tenaga medis, dan ambulan. 
5. Dan ketika berhasil, selanjutnya tamu mencuci tangan yang sudah disiapkan. 
6. Dekorasi ruangan acara didesign system sesi bergantian untuk mencegah 
kerumunan tamu. 
7. Bahan material dekorasi juga menghindari adanya bahan kain dan bunga palsu 
yang dinilai membawa virus dengan mengganti fresh flower. 
8. Kemudianjumlah tempat duduk disesuaikan dengan kapasitas jarak dan 
ruangan, karena akan ada pelayan yang mengambilkan makanan sendiri. 
Hal ini sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Bab III kesiapan 
pemerintah daerah dalam pelayanan masyarakat produktif dan aman Covid-19 
pada nomor 6 F. Hanya saja tinggal menunggu perzinan oleh unit pemerintah 
                                                          
91Info kua, “Resepsi Pernikahan Ketika Wabah Corona Saat New Normal, Bolehkah?” dalam 
https://infokua.com/resepsi-pernikahan-ketika-wabah-corona-saat-new-normal/, di akses pada 1 
Juni 2020. 
 



































daerah dengan ketentuan sudah dalam kondisi zona aman. Namun apabila tetap 
melaksanakan tanpa adanya izin resmi dari pemerintah daerah maka berdasarkan 
Kepmendagri Tito Karnavian bahwa pemerintah daerah dapat membubarkan 
secara paksa apabila tidak mematuhi protokol kesehatan.92 
 Jadi, aturan menghadiri walīmah pernikahan pada pedoman tatanan normal 
baru produktif dan aman Covid-19 berlaku pada daerah yang pada kondisi 
epidemologisnya belum aman. Dan meskipun tatanan normal baru mulai 
diterapkan dengan menghadiri walīmah pernikahan tetap harus menggunakan 
protokol kesehatan. 
Dalam kajian fiqih, masalah aturan berkumpul menjadi kajian terbaru, 
lantaran dalam kaitannya adanya virus Covid-19 belum ada dalam Hadīth maupun 
Al-Qur’an yang menjelaskan secara eksplisit membahas mengenai aturan 
berkumpul yang disebabkan oleh adanya Covid-19. Baik yang memerintahkan 
untuk jaga jarak maupun menggunakan masker. Sehingga adanya ketentuan aturan 
berkumpul dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk istinbaṭ hukum dalam 
menemukan dan menentukan hukum baru. 
Kebijakan pemerintah tentang aturan berkumpul ini lebih kepada antisipasi 
atas adanya Covid-19 serta menghindari dampak dari penyebarannya. Seperti 
halnya menghadiri acara walīmah pernikahan, dimana dalam acara tersebut 
mengundang banyak orang untuk berkumpul dengan tujuanmemberikan do’a restu 
                                                          
92Andhina Effendi, “8 Aturan Ketat Saat Gelar Resepsi Pernikahan Di Era New Normal” dalam 
https://www.popbela.com/relationship/married/andhina-effendi/aturan-saat-gelar-resepsi-
pernikahan-era-new-normal/8, di akses pada 11 Juni 2020. 
 



































ataupun ucapan selamat atas rasa syukur kepada kedua pengantin, terlebih lagi 
dalam hukum Islam berhukum wajib hadir ketika diundang.93Hal ini membuat 
pemerintah merumuskan adanya batasan-batasan atau pemetaan disetiap daerah 
dalam kebijakan normal baru produktif, yang istilah penulis berikan dengan sebutan 
aturan berkumpul. 
Dengan kebijakan tentang aturan berkumpul ini, pengaturan menghadiri 
walīmah pernikahan dimaksudkan untuk mengantisipasi atau menanggulangi 
adanya Covid-19 serta dampak dari penyebarannya. Dalam metode hukum Islam 
Saddu Adh-Dharī’ah, yaitu salah satu metode Islam dalam menetapkan hukum 
menurut Imam Asy-Syatibi yang dikutip oleh Andrewi dalam kitab ushul fiqih 
menyatakan bahwa: 
اىلرمفسدةرالتوسلرِبارهورمصلحة  
Artinya: “Melaksanakan sesuatu pekerjaan yang semula mengandung 
kemaslahatan menuju pada suatu kemafsadatan”.94 
Kaidah ushul tersebut memberikan pemahaman bahwa perbuatan yang 
semula mengandung kemaslahatan dan berakhir kepada kerusakan. Hukum Islam 
sendiri dibangun berdasarkan menarik maslahat dan menolak mudharat95, atau 
penulis menganalogikan dengan pepatah mengatakan “lebih baik mencegah 
daripada mengobati”.  
                                                          
93Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Bandung: PT al-Ma’arif, 1987), cet ke 7, 186 
94Andewi Suhartini, Ushul Fiqih, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam, 2012), 156 
95Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad Al-Syaukani; Relevansi Bagi Pembaharuan Hukum Islam di 
Indonesia, (Jakarta: Bogor, 2009), 142-143. 
 



































Kemudian menurut Ibnu al-Qayyim menganalogikan berdasarkan akibatnya 
yang telah penulis paparkan diatas sebelumnya. Hal ini sesuai dengan menghadiri 
walīmah pernikahan di masa pandemi Covid-19 dimana menghadiri undangan 
walīmah merupakan hal yang dianjurkan karena bersifat kebaikan namun tidak 
disangka malah menimbulkan suatu keburukan terkait adanya Covid-19. Oleh 
karena itu Saddu Adh-Dharī’ah lebih kepada mencegah adanya waṣilahatau 











































A. KESIMPULAN  
Dari pembahasan diatas, penulis menemukan dua kesimpulan yang menjadi 
jawaban penting dalam pembahasan skripsi ini, kesimpulan itu yaitu: 
1. Selama masih adanya Covid-19, aturan berkumpul dalam kegiatan walīmah 
pernikahan tetap berlaku, termasuk aturan menghadiri undangan walīmah 
pernikahan di masa pandemi Covid-19. Namun bagi wilayah atau daerah 
dengan epidemologis dalam kondisi zona aman dan respon sedang, untuk 
terciptanya masyarakat produktif dan aman Covid-19, 
pemerintahmemperbolehkan menghadiri undangan walīmah pernikahan, 
dengan ketentuan dalam kegiatan walimah pernikahan tersebut, di 
designmenggunakan atauranprotokol kesehatan. 
2. Berdasarkan analisis Saddu Adh-Dharī’ah, kebijakan pemerintah tentang 
aturan menghadiri undangan walimah pernikahan di masa pandemi Covid-19 
ini sesuai dengan maksud dari Saddu Adh-Dharī’ah sendiri yaituseseuatu hal 
yang tadinya diperbolehkan untuk berkumpul atau berkerumun agar menjaga 
jarak fisik. Karena dikhawatirkan akan tertularnya virus melalui percikan 
mulut ataupun hidung atau benda yang terkontaminasi adanya virus Covid-19, 
maka dari itu sesuai dengan adh-dzari’ahnya bahwa “segala suatu yang 
tadinya diperbolehkan namun tidak secara sengaja menimbulkan suatu 
 



































keburukan”. Dimana tidak memenuhi undangan walīmah pernikahan, lebih di 
utamakan meskipun dalam kondisi zona aman, karena kebijakan pemerintah 
tersebut tidak menjamin tidak tertularnya terhadap Covid-19, sehingga 
berdasarkan metode Saddu Adh-Dharī’ah, menghadiri walīmah pernikahan 
adalah sebuah perantara atau washilah yang terindikasi dapat tertularnya virus 
Covid-19. 
B. SARAN 
Berkaitan dengan pembahasan mengenai aturan menghadiri undangan 
walīmah pernikahan di masa pandemi Covid-19, penulis memberikan saran sebagai 
berikut: 
1. Untuk menciptakan kondisi yang aman terhadap Covid-19, kiranya perlu bagi 
masyarakat untuk tidak memaksakan hadir dalam memenuhi undangan 
walīmah pernikahan selama masa pandemi Covid-19. Dan lebih memilih 
melalui via online apabila menyediakan alternative lain untuk memenuhi 
undangan walīmah pernikahan. Dan lebih kepada menghindari hal-hal yang 
bersifat kerumunan atau tidak pada kebutuhan yang selain bersifat primer. 
2. Bagi aparat pemerintah, dalam rangka displin protokol kesehatan dan 
pencegahan atas penularan Covid-19. bahwa kebijakan pemerintah yang 
memberlakukan prosedur atau aturan design protokol kesehatan dalam 
menghadiri undangan walīmah pernikahan di masa pandemi Covid-19, perlu 
sekiranya bagi setiap tamu yang diundang untuk mengecek kesehatan diri 
terlebih dahulu sebagai tanda bukti bahwa sebelum menghadiri 
 



































walīmahpernikahan di masa pandemi Covid-19, para tamu undangan tersebut 
dalam kondisi sehat dan kuat serta aman dari virus Covid-19.   
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